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ABSTRAK 
Nama  : A. Alfian Setiawan 
Nim  :  30600113090 
Judul : Peran Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI)  
  Terhadap Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Legislatif  
 2014  Kota  Makassar. 
 
 
Skripsi ini membahas tentang Hak Politik Disabilitas Pada Pemilu 
Legislatif Tahun 2014 Kota Makassar. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui bagaimana bentuk perhatian pemerintah terhadap hak politik kaum 
disabilitas pada pemilu legislatif 2014 Kota Makassar dan respon masyarakat 
terhadap pemenuhan hak politik kaum disabilitas pada pemilu legilatif 2014 Kota 
Makassaar. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. 
Dalam menganalisis permasalahan tersebut, penulis menggunakan empat teori 
yaitu teori konsep hak asasi manusia, teori rational choice, teori kebijakan publik 
dan teori partisipasi politik. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah 
konsep hak, rasional choice, kebijakan publik, dan partisipasi. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa peran Persatuan Penyandang 
Disabilitas Indonesia (PPDI) terhadap pemenuhan hak politik kaum disabilitas 
yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada kaum disabilitas dengan tuan 
meningkatkan partisipasi kaum disabilitas, memberikan motivasi kepada kaum 
disabilitas agar mereka terlibat aktif dalam ranah politik, serta memberikan 
pemahaman terhadap calon yang akan dipilihnya. Respon masyarakat terhadap 
pemenuhan hak politik disabilitas umumnya dianggap positif karena memberikan 
wadah kepada kaum disabilitas untuk ikut aktif dalam kegiatan perpolitikan, 
namun masyarakat memiliki kekhawatiran jika kaum disabilitas memilih calon 
legislatif tidak sesuai dengan hati nuraninya karena terdapat interfensi dari orang 
lain. 
 
Kata Kunci : Hak Politik, Disabilitas 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Hak Asasi Manusia (HAM) muncul dalam konteks perjuangan manusia 
menuju puncak keadaban hidup manusia yang lebih bermartabat. HAM adalah hak 
yang dimiliki seluruh manusia pada segala waktu dan tempat berdasarkan takdirnya 
sebagai manusia. Hak tidak saja berkembang seiring dengan perkembangan wajah 
dan tuntutan diri manusia itu sendiri yang cenderung di pengaruhi oleh lokalitas 
lingkungan diri dan masyarakatnya, tetapi ham telah menjadi objek kajian ilmiah 
yang menarik bahkan menjadi spesialisasi tersendiri. HAM sesungguhnya bagian dari 
kemanusiaan yang paling intrinsik.
1
Garis besar hak-hak terangkum dalam hak asasi 
manusia diantaranya adalah hak-hak asasi politik atau dikenal dengan political right 
atau hak politik. 
Indonesia sebagai Negara hukum mengakui kunjungan tinggi hak asasi 
manusia sebagai hak dasar manusia bersifat kodrat. Oleh karena itu, perlindungan, 
penghormatan dan penegakan terhadap hak asasi manusia sangat gencar disuarakan di 
Indonesia demi terciptanya kesejahteraan, penghormatan terhadap kemanusiaan, 
keadilan dan kebahagiaan sebagai ummat bernegara.
2
 
                                                          
1
 Majda El Muhtaj, Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi Sosial, dan Budaya 
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 5. 
2
 Khoirul Anam,  “Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan untuk Mahasiswa, (Yogyakarta: 
Inti Media, 2011), h. 194. 
2 
 
Pemenuhan hak-hak politik adalah adanya kebebasan bagi setiap warga untuk 
menyatakan pendapat dan berkumpul. Seperti yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 
28: “kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan 
tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Setiap orang memiliki 
hak yang sama untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan, dimana hak tersebut 
merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945.
3
 
Menurut ajaran agama Islam mengenai hak asasi manusia (HAM) merupakan 
persoalan yang fundamental, karena kelahiran Islam sebagai agama beranjak pada 
realitas kemanusiaan yang sesuai dengan fitrahnya, dan kemudian pada wujud ideal 
pelaksanaan kita dapat saksikan melalui kehidupan Nabi Muhammad SAW, sebagai 
prime mover (pendorong utama) dan Uswatun khasanah (teladan yang baik) untuk 
mengatasi umat manusia dari berbagai kenestapaan dan ketakberdayaan. 
4
 
Pandangan agama islam terhadap hak politik disabilitas sesuai tuntutan yang 
telah ditentukan dalam Al-Quran sesuai firman Allah swt dalam Q.S An-Nisa 3:49 
yang berbunyi : 
اَذوَإِ مُتِيّيُح   ةَّيِحَِتب  
ْ
اوُّيََحف   ح
َ
ِأب َنَس   نِم ٓ اَه   و
َ
أ   ٓ اَهو ُّدُر  َِّنإ ٱ َ َّللّ  َنَكَ  ى
َ
َعَ  ُِّك   َش  ء 
اًبيِسَح ٨٦  
 
                                                          
3
 Hangga Agung Bramantyo, “Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilukada 
Sleman  2015”,  Skripsi¸ Ilmu Pemerintahan Universitas  Muhammadiyah Yogyakarta. 
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 Moch. Basofi Soedirman, “HAM dan Pluralisme Agama” (Surabaya: Pusat Kajian Strategi 
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Terjemahnya : 
Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka 
balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau 
balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah 
memperhitungankan segala sesuatu.
5
 
 
Penjelasan ayat diatas bahwasanya saling menghargailah kepada sesama 
masyarakat, jangan membeda-bedakan sesamama masyarakan baik secara fisik 
ataupun mental semua masyarakat sama. Ketika melihat persamaan hak, setiap 
masyarakan memiliki hak yang sama, yang disabilitas dan non disabilitas semuanya 
sama. Saling menghargailah sesama manusia karna manusia dimata Allah swt sama 
dan memiliki kesamaan hak yang sama dalam dunia. 
Persamaan hak adalah tujuan diutusnya para rasul dan dirurunkannya syariat 
juga hukum. Persamaan hak merupakan ikatan penghubung dari prinsip-prinsip 
menyelusuh dan kaidah-kaidah umum agar menjadi satu dasar bagi sistem kehidupan 
yang dapat memelihara eksistensi komunitas manusia. Berlaku adil adalah sistem 
Allah dan syariatnya, juga merupakan sistem segala sesuatu.
6
 
Seperti pada Hadits Rasulullah SAW : 
 ُ َّق  َعد ِ َ ِ َّق  ِددْدَْ  ُْ د َْ   ، ِنادَ، ِعَنثَّددَح ثَدادَ:  ِ َّق  ِددَْىدُْ  ُْ د َْ   عدَىَْيح اََنثَّددَح  ، ٌَّددَسُم اََنثَّدَح 
 َ  :ِددَْى َْ  َُ عَّ ددَى ِ َّق  َداددُو َ َّ َن ُث:ددْنَْ ثَداددَ:  ََّ ددَو«  :ِددِ َّى ِْ  َ ُْ دد َْ  ،دُاٌددْسََسن ف   َ  ْددُك
ُّ ُك
 َادُه َ :ِدِ َْىه َِ دَْهن عدَ َْ  ف   َ َُ د ُ َّرل  َ   ْ ُْ ْند َْ  ،دُاٌدْسَم َادُه َ ف   َ ِساَّنل  َع َْ  يِذ
َّل  ُرىَِملأاَن
 َ  ِ ِددَل َ َ ا َْ  َِْعه ِتَْىه َع َْ  ،ةَى ِْ   َ َُةنْرَسل  َ   ْ ُْ ْن َْ  ،دُاٌْسَم ف   َ ُددَْدعل  َ   ْ ُْ ْند َْ  
،ةَلُاٌدْسَم َعدِه
 ِ:ِ َّى ِْ  َ ُْ َْ  ،دُاٌْسَم  ُْكُّ ُك َ ف   َ  ُْك
ُّ َُكن ََلان  ُ:ْنَْ  ،دُاٌْسَم َاُه َ ِ ِدِّىَو ِداَم َع َْ»
7
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 Departemen kementrian agama, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Bandung: Mikraj Khazanah 
Ilmu, 2016),  h.91.  
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 Farid Abdul Khaliq, “Fiikih Pilitik Islam” (Jakarta: AMZAH), h. 221. 
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Artinya:  
Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami 
Yahya dari 'Ubaidulloh berkata, telah menceritakan kepadaku Nafi' dari 
'Abdullah radliallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung 
jawaban atas yang dipimpinnya. Amir (kepala Negara), dia adalah pemimpin 
manusia secara umum, maka dia akan diminta pertanggung jawaban atas 
mereka. Seorang suami dalam keluarganya adalah pemimpin dan akan 
diminta pertanggung jawaban atas mereka. Seorang isteri adalah pemimpin 
di dalam rumah tangga suaminya dan terhadap anak-anaknya dan dia akan 
diminta pertanggung jawaban atas mereka. Seorang hamba sahaya adalah 
pemimpin dalam urusan harta tuannya dia akan diminta pertanggung 
jawaban atasnya. Ketahuilah bahwa setiap kalian adalah pemimipin dan 
setiap kalian akan diminta pertanggung jawaban atas siapa yang 
dipimpinnya ". 
 
 Setiap orang atau laki-laki/perempuan memiliki hak melakukan hal yang di 
inginkannya, baik berupa dari segi kepemimpinan atau dari hal lainnya. Dalam hadist 
diatas laki-laki dan perempuan memiliki hak mereka masing-masing. Dari segi 
apapun setiap orang memiliki haknya sendiri. 
Pengertian pemilihan umum yang selanjutnya disingkat pemilu menurut 
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum 
adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, 
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adildalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. Pemilihan umum adalah arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik 
5 
 
dipemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga Negara yang 
memenuhi syarat.
8
 
Pada era modern ini pemilihan umummemiliki posisi penting karena terkait 
dengan pemilihan umum menempati posisi penting bagi keberlangsungan demokrasi 
perwakilan.dan pemilihan umum menjadi indikator negara demokrasi.Pemilihan 
umum dianggap lambang, sekaligus tolak ukur, dari demokrasi. Hasil pemilihan 
umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan 
berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat 
partisipasi serta aspirasi masyarakat. Pemilihan umum tidak merupakan satu-satunya 
tolak ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang lebih 
bersifat berkesinambungan seperti partisipasidalam kegiatan parta, lobbying, dan 
sebagainya.
9
 
Pemilihan umum merupakan salah satu pilar dasar dari sistem negara 
demokrasi.Pemilihan umum dilaksanakan di Indonesia secara langsung, umum, 
bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. Melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU), pemilihan umum dilaksanakan 
secara nasional, baik di provinsi dan kabupaten/kota di seluruh wilayah Negara 
Indonesia dan diharapkan seluruh masyarakat Indonesia dapat berpartisipasi aktif di 
dalamnya, termasuk  partisipasi kaum disabilitas. 
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 Hangga Agung Bramantyo, “Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilukada 
Sleman  2015”,  Skripsi¸ Ilmu Pemerintahan Universitas  Muhammadiyah Yogyakarta. 
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 Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Prima Grafika, 2015), h. 461. 
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Ketentuan tentang partisipasi secara aktif dalam kehidupan berpolitik 
terkandung dalam pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, pasal 25 
Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, pasal 28D ayat (3), pasal 
28H ayat 2 dan pasal 28I ayat (2) UUD 1945 setelah amandemen dan pasal 43 ayat 
(1) dan (2) UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. Inti pasal-pasal tersebut 
antara lain setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam 
pemerintahan, baik kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan berupa 
dipilih dan memilih dalam pemilu maupun aksesibilitas untuk mendapatkan 
kesempatan tersebut tanpa diskriminasi. Landasan hukum tersebut berlaku pula bagi 
penyandang disabilitas dan diperkuat dengan UU No. 4 tahun 1997 tentang 
Penyandang disabilitas.
10
 
Peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah banyak yang dibuat untuk 
melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas.Tetapi pada 
kenyataannya, hak-hak penyandang disabilitas yang telah dilindungi dalam peraturan 
perundang-undangan tersebut masih banyak yang belum dapat direalisasikan. Pasal 6 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat menyebutkan 
bahwa setiap penyandang cacat mempunyai 6 (enam) hal penting yang berhak untuk 
mereka peroleh, meliputi : pertama, pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis dan 
jenjang pendidikan; kedua, pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan 
jenis dan derajat kecacatan, pendidikan dan kemampuannya; ketiga, perlakuan yang 
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sama untuk berperan dalam pembanguanan dan menikmati hasil-hasilnya; keempat, 
aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya; kelima, rehabilitasi, bantuan sosial dan 
pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; keenam, serta hak yang sama untuk 
menumbuhkan bakat, kemampuan dan kehidupan sosialnya, terutama bagi 
penyandang disabilitas dalam lingkungan masyarakat. Hak-hak penyandang 
disabilitas masih banyak yang belum dipenuhi apabila diamati berdasarkan Pasal 6 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tersebut.
11
 
HAK politik bagi penyandang cacat atau disabilitas di Indonesia dinilai masih 
belum terpenuhi dengan baik.Diantaranya terkait hak penyandang untuk memilih 
dalamPemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).”Hak untuk 
memilih bagi penyandang disabilitas memang sudah terlindungi oleh Undang- 
Undang (UU), tapi pada tahap pelaksanaan masih ada pengabaian hak,” ujar istri 
mantan Presiden Abdurrahman Wahid, Sinta Nuriyah Wahid.Minimnya fasilitas 
menyebabkan hak memilih bagi penyandang disabilitas rentan manipulasi. Melihat 
hak untuk memilih yang juga melekat pada diri penyandang disabilitas, sangat jauh 
dari harapan.Selalu ada sejumlah syarat, seperti sehat jasmani dan rohani. Seolah-
olah syarat ini menghalangi penyandang cacat untuk bisa memilih. Penyelenggara 
pemilu dan pilkada membuat kebijakan bersifat politik yang lebih memihak kepada 
penyandang disabilitas di Indonesia.Perlu ada kebijakan politik lebih agar 
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penyandang cacat lebih diperhatikan.Sehingga sarana dan fasilitas bagi penyandang 
disabilitas untuk menyalurkan hak politiknya bisa lebih memadai.
12
 
Persatuan Penyandang Cacat Indonesia (PPCI) yang kini sudah berganti nama 
menjadi Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia disingkat PPDI merupakan 
organisasi payung dan beranggotakan beragam organisasi sosial kecacatan di 
Indonesia yang didirikan tahun 1987 di Jakarta. PPDI yang berada di Jakarta adalah 
perpanjangan tangan dari PPDI Pusat yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan yang ber 
ibukota di Makassar.Visi lembaga ini adalah mewujudkan partisipasi penuh dan 
persamaan kesempatan penyandang disabilitas dalam seluruh aspek kehidupan. PPDI 
berfungsi sebagai lembaga koordinasi dan advokasi bagi anggota-anggotanya, 
sedangkan bagi pemerintah PPCI merupakan mitra dalam penyusunan berbagai 
kebijakan dan program berkaitan penyandang disabilitas. PPDI memiliki jaringan 
kerja hampir diseluruh provinsi di Indonesia dan merupakan anggota dari Disabled 
People Internasional. Sejak tahun 2005, PPDI bersama organisasi jaringannya aktif 
mendorong dan memberikan konsep naskah akademis bagi proses ratifikasi.
13
 
Fenomena yang terjadi terhadap penyandang disabilitas dalam permasalahan 
politik cukup kompleks, terlebih ketika mendekati musim pemilihan umum. Kaum 
penyandang disabilitas biasanya menjadi target suara oleh para calon politisi, namun 
pasca pemilihan kaum penyandang disabilitas ini biasanya terabaikan. Selain itu, 
melihat dari segi hak politik, kaum disabilitas juga memiliki hak pilih, dipilih, 
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menjadi pengurus partai dan menjadi pejabat, namun realitasnya, masih sangat minim 
keikutsertaan kaum disabilitas dalam politik, hal ini seakan menempatkan posisi 
kaum disabilitas dalam politik terabaikan. 
Dengan berbagai kesulitan yang dialami kaum disabilitas maka penelitian ini 
ingin mengkaji lebih dalam tentang masalah yang diuraikan diatas dengan melihat 
pemenuhan hak politik penyandang disabilitas, karena pemenuhan hak politik ini 
tidak hanya serta merta pada tahapan pencoblosan, namun jauh dari itu adalah 
tahapan sosialisasi, tahapan masa kampanye sehingga masyarakat disabilitas 
memperoleh orientasi politik. Selain itu dengan kompleksnya masalah yang ada yang 
ingin dikaji oleh peneliti adalah motivasi pemilih disabilitas dalam menggunakan hak 
politiknya, sebab kompleksnya masalah yang dialami oleh kaum disabilitas akan 
menyita kemauan yang besar untuk menggunakan hak politik ditengah keterbatasan. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, penulis akan menganalisa lebih mendalam 
yaitu : 
1. Bagaimana peran persatuan penyandang disabilitas Indonesia (PPDI) 
terhadap penyandang disabilitas pada pemilu legislatif 2014 Kota 
Makassar ? 
2. Bagaimana respon masyarakat terhadap peran persatuan penyandang 
disabilitas Indonesia (PPDI) terhadap penyandang disabilitas pada pemilu 
legislatif 2014 Kota Makassar ? 
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C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini tentunya tidak akan 
menyimpang dari apa yang dipermasalahkan. Berdasarkan rumusan masalah tujuan 
peneliti yaitu : 
1. Tujuan 
a. Untuk mengetahui  peran persatuan penyandang disabilitas Indonesia 
(PPDI) terhadap hak politik kaum disabilitas pada pemilu legislatif 
2014 di Kota Makassar. 
b. Untuk mengetahui respon masyarakat terhadap peran persatuan 
penyandang disabilitas Indonesia (PPDI) terhadap hak politik kaum 
disabilitas pada pemilu legislatif 2014. 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini tentunya tidak akan 
menyimpang dari apa yang dipermasalahkan. Berdasarkan rumusan masalah tujuan 
peneliti dapat mengetahui peran persatuan penyandang disabilitas Indonesia (PPDI) 
terhadap hak pilih kaum disabilitas pada pemilu legislatif 2014 di Kota Makassar. 
Adapun kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
a. Bagi peneliti 
Penelitian yang akan dilakukan merupakan penerapan teori-teori yang telah 
diperoleh di bangku kuliah, mengasah ketajaman berfikir dalam analisis, serta 
11 
 
menambah pengetahuan tentang bagaimana hak pilih disabilitas dalam mengetahui 
relevansi teori-teori yang dipelajari dibangku kuliah dan kondisi dimasyarakat. 
b. Bagi jurusan 
Agar dapat dijadikan sebagai bahan bacaan dan acuan bagi mahasiswa lainnya 
serta dapat memberikan bahan referensi bagi jurusan dalam mengembangkan kajian 
politik. 
c. Bagi pembaca 
Agar dapat dijadikan sebagai bahan studi kasus bagi pembaca dan acuan bagi 
mahasiswa serta dapat memberikan bahan referensi bagi pihak perpustakaan sebagai 
bahan bacaan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca dalam hal ini 
mahasiswa dan yang lainnya. Serta sebagai bahan rujukan dan pertimbangan kelak, 
jika menemukan hal yang pada kaitannya dan berhubungan dengan Hak Pilih 
Disabilitas dan kontestasi politik. 
2. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Teoritik 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa UIN 
Alauddin khususnya mahasiswa yang ada di jurusan Ilmu Politik untuk dapat 
memberikan sumbangan pemikiran jika ingin meneliti lebih jauh dan mendalam 
terhadap hal-hal yang berkaitan dengan hak politik masyarakat. 
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b. Praktik 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sarana perbaikan 
dalam upaya pemenuhan hak pilih dan motif memilih masyarakat disabilitas. Bagi 
penyandang disabilitas, proposal ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu 
acuan untuk meningkatkan partisipasi politik para penyandang disabilitas. 
D. Tinjauan Karya Terdahulu 
Tinjauan pustaka memuat hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan 
penelitian yang dimaksud dengan tujuan untuk menghindari duplikasi disamping itu 
menunjukkan bahwa objek yang di teliti yaitu Hak Politik Disabilitas dalam pemilu 
legislatif. Tinjauan pustaka bertujuan untuk meletakkan posisi penelitian-penelitian 
yang telah ada.
14
 
Adapun beberapa referensi dan karya ilmiah yang berkaitan dan mendukung 
penelitian ini adalah : 
1. Jurnal penelitian yang dilakuakan olehAyi Haryani dan Enung Huripah yang 
berjudul “Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Netra pada pemilihan 
umum Tahun 2014 DI PANTI SOSIAL BINA NETRA “WYATA GUNA” 
BANDUNG”.Penelitian ini untuk mengkaji seberapa besar keterlibatan 
penyandang disabilitas dalam berpartisipasi politik khususnya pada proses 
pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2014 di 
Panti Sosial Bina Netra “Wyata Guna” Bandung. Dengan menggunakan metode 
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kualitatif, diperoleh berupa data primer yang diambil langsung dari lapangan 
dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi mengenai 
proses pemilihan calon presiden dan wakil presiden RI tahun 2014, serta data 
sekunder yang merupakan data tidak langsung, berupa kebijakan-kebijakan baik 
pada tingkat pusat maupun daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
partisipasi politik yang dilakukan oleh penyandang disabilitas netra dalam 
pemilihan calon presiden dan wakil presiden tahun 2014 di PSBN “Wyata Guna” 
Bandung, belum menunjukan adanya partisipasi penuh dan efektif berdasarkan 
kesetaraan dengan warga negara lainnya. Namun, kesadaran mereka atas hak 
partisipasi politiknya telah cukup terbangun dengan baik, hal ini sudah 
disadarinya bahwa suara mereka juga dibutuhkan untuk mengangkat kepedulian 
pemerintah terhadap hak-haknya, namun perhatian pemerintah terhadap hak 
politik mereka belum disertai dengan upaya implementasi yang terencana, 
sistematis, dan praktis dalam menyiapkan fasilitas dan mengurangi kendala yang 
akan dialami penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pemilu, termasuk 
menghilangkan hak dan perlakuan yang bernuansa diskriminatif dalam pelayanan 
oleh penyelenggara lokal.
15
 
2. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Maria Desti Rita yang berjudul: “Peranan 
Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilihan Umum Kepala Daerah 
Kepada penyandang Disabilitas Di Kota Bandar Lampung”. Tujuan penelitian 
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peranan Komisi Pemilihan Umum dalam sosialisasi Pemilihan Umum Kepala 
Daerah kepada penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung, untuk 
mendekripsikan peranan KPU dalam pemberian informasi, penyediaan 
aksesbilitas, dan meningkatkan partisipasi pemilih pada penyandang disabilitas 
sesuai PKPU No 5 Tahun 2015.Metode penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian komisiener KPU, 
Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA Penca) PPUA Penca, 
dan penyandang disabilitas. Teknik pengumpulan data menggunakan pedoman 
wawancara, pedoman observasi dan pedoman dokumentasi sedangkan analisis 
data menggunakan uji kredibilitas dengan kritik sumber, kritik intern dan 
triangulasi.Hasil penelitian ini menunnjukkan masih terdapat penyandang 
disabilitas yang tidak terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) karena KPU 
kesulitan menjangkau keberadaan mereka. Pelaksanaan sosialisasi hanya 
dilakukan pada penyandang disabilitas yang tergabung dalam organisasi atau 
kelompok penyandang disabilitas, dengan harapan mereka dapat menjadi agen-
agen penyampai sosialisasi kepada penyandang disabilitas yang tidak terjangkau 
oleh KPU.
16
 
3. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hangga Agung Bramantyo yang berjudul: 
“Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilukada Sleman 2015”. 
Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara 
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demokrasi. Adanya kebebasan rakyat dalam menjalankan partisipasi politik 
menjadi ukuran untuk melihat eksistensi demokrasi dalam suatu negara. 
Partisipasi politik penting untuk diteliti mengingat keberhasilan dari sebuah 
pemilu dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat. Disisi lain isu disabilitas 
masih menjadi perhatian khusus yang mengemuka seiring dengan perwujudan 
masyarakat inklusif di Yogyakarta. Kabupaten Sleman merupakan daerah dengan 
populasi penyandang tertinggi di wilayah Yogyakarta. Metode penelitian 
menggunakan pendekatan secara kuantitatif dan kualitatif (mixed-method) 
terhadap total 98 responden dari 1480 penyandang disabilitas Sleman yang 
ditentukan melalui purposive sampling. Analisa data dilakukan menggunakan 
analisa tabel tunggal dan tabulasi silang melalui program SPSS. Huntington 
menjabarkan fase partisipasi politik dalam pemilu dalam fase pre-election, 
election and post-election. Hasil tingkat partisipasi menunjukkan angka rendah 
yang berimbas pada pola partisipasi yang buruk dilakukan oleh penyandang 
disabilitas. Tercatat 32% responden tidak memberikan hak suara pada gelaran 
Pemilukada tersebut. Beberapa temuan menunjukkan Pemilukada Sleman tahun 
2015 belum aksesibel dan masih jauh dari kebutuhan penyandang disabilitas. 
Regulasi, prosedur, maupun fasilitas yang ada belum berpihak pada keberadaan 
penyandang disabilitas. Berdasarkan analisa yang telah dilakukan ditemukan 
beberapa faktor signifikan mempengaruhi partisipasi poltik rendah dalam 
16 
 
Pemilukada Sleman 2015 diantaranya adalah informasi, aksesibilitas dan 
lingkungan.
17
 
4. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yune Angel Anggela Rumateray yang 
berjudul: “Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas Atas Pendidikan Tinggi Negeri Di 
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta”. Pemenuhan hak-hak 
mahasiswa penyandang disabilitas atas pendidikan tinggi di Pemenuhan hak-hak 
mahasiswa penyandang disabilitas atas pendidikan tinggi di Universitas Islam 
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta meliputi penyediaan aksesibilitas, 
administrasi, pendampingan, konseling, sosialisasi, advokasi, diskusi, pelatihan 
dan penelitian. Bentuk pemenuhan hak-hak ini telah mendukung dan 
mempermudah mahasiswa disabilitas untuk memperoleh hak-haknya dalam 
proses pendidikan. Peran Pusat Layanan Difabel dalam mewujudkan Universitas 
Islam Negeri Sunan Kalijaga menjadi kampus yang memenuhi hak-hak 
pendidikan mahasiswa disabilitas sudah terpenuhi meski masih jauh dari 
kesempurnaan. Hal ini berarti sudah sesuai dengan apa yang diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yakni 
pemenuhan hak pendidikan penyandang disabilitas atas pendidikan tinggi negeri. 
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta meliputi penyediaan 
aksesibilitas, administrasi, pendampingan, konseling, sosialisasi, advokasi, 
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diskusi, pelatihan dan penelitian. Bentuk pemenuhan hak-hak ini telah 
mendukung dan mempermudah mahasiswa disabilitas untuk memperoleh hak-
haknya dalam proses pendidikan. Peran Pusat Layanan Difabel dalam 
mewujudkan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga menjadi kampus yang 
memenuhi hak-hak pendidikan mahasiswa disabilitas sudah terpenuhi meski 
masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini berarti sudah sesuai dengan apa yang 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang 
Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 
Tinggi yakni pemenuhan hak pendidikan penyandang disabilitas atas pendidikan 
tinggi negeri.
18
 
5. Penelitian yang dilakukan M. Syafi‟ie yang berjudul: “Pemenuhan Aksebilitas 
Bagi Penyandang Disabilitas”, penelitian pada LSM Singap Yogyakarta.Untuk 
mendukung tercapainya prinsip-prinsip khusus bagi peserta didik tunanetra di 
situasi perkuliahan, para peneliti menganggap bahwa pembelajaran inklusif 
memerlukan sebuah media pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman 
bagi mahasiswa tunanetra untuk menjalani sebuah pembelajaran konkrit yang 
menimbulkan rasa untuk saling bekerja sama secara positif antara mahasiswa 
awas dan tunanetra, merasakan sebuah pengalaman yang menyatu antara teori 
dengan praktik, menjalankan sebuah pembelajaran secara mandiri dan 
komprehensif. Rasa untuk saling bekerja sama secara positif antara mahasiswa 
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awas dan tunanetra diwujudkan melalui sebuah interaksi di dalam kelas dengan 
menggunakan media pembelajaran, misalnya dalam bentuk kolaborasi latihan 
berkelompok untuk menjawab soal-soal analisis sintaksis. Pengalaman yang 
menyatu antara teori dengan praktik diwujudkan dalam bentuk transfer ilmu 
pengetahuan, khususnya Sintaksis, yang seimbang antara ceramah, diskusi 
kelompok, dan latihan soal. Menjalani sebuah pembelajaran mandiri dan 
komprehensif diwujudkan dengan penggunaan media pembelajaran yang 
memberikan fasilitas materi perkuliahan dan soal-soal latihan yang dapat 
dikerjakan oleh mahasiswa tunanetra secara mandiri.
19
 
Adapun perbedaan hasil penelitian penulis dengan contoh skripsi dan jurnal 
yang diamati oleh penulis, pada penelitian ini penulis mengkaji mengenai: pertama, 
peran pemerintah terhadap hak politik kaum disabilitas, melihat dari yang pernah 
terjadi pada pemilu dimana pemerintah kurang memperhatikan hak  kaum disabilitas 
yang dimana kaum disabilitas tersebut  tidak terlalu diperhatikan. Penulis melihat 
banyak kaum disabilitas memiliki hak, tetapi mengapa pada saat pemilu kurang yang 
ikut berpartisipasi, dan respon masyarakan terhadap peran persatuan penyandang 
disabilitas Indonesia (PPDI) terhadap hak politik kaum disabilitas, penulis melihan 
kaum disabilitas terkucilkan, apakah masyarakan memiliki pandangan yang buruk 
terhadap kaum disabilitas. Yang membuat menarik tulisan ini adalah menjawab 
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tentang perhatian pemerintah terhadap kaum disabilitas dan pandangan masyarakan 
yang non disabilitas terhadap kaum disabilitas 
20 
 
BAB II 
TINJAUAN TEORIS 
A. Tinjauan Teoritis 
Dalam studi penelitian ini diperlukan beberapa teori yang terkait guna 
menjadi pisau analisis untuk mengupas hal-hal yang ingin dikaji dan ditelusuri 
kebenaran jawabanya, adapun beberapa teori yang digunakan yaitu: 
1. Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) 
Secara etimologi, hak asasi manusia terbentuk dari tiga suku kata: hak, asasi, 
manusia. Dua kata pertama, hak dan asasi bersal dari bahasa Arab, sementara kata 
manusia adalah kata dalam bahasa Indonesia.Kata haqq adalah bentuk tunggal dari 
kata huquq.Kata haqq diambil dari akar kata haqqa, yahiqqu, haqqaan artinya benar, 
nyata, pasti, tetap dan wajib. Apabila dikatakan, yahiqqu „alaika an taf‟ ala kadza, itu 
artinya kamu wajib melakukan seperti itu. Berdasarkan pengertian tersebut, haqq 
dalah kewenangan atau kebajikan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan 
sesuatu.
20
 
Dalam bahasa Indonesia, HAM dapat diartikan sebagai hak-hak mendasar 
pada diri manusia. Istilah ini, sekalipun secara literal berbeda penyebutannya, namun 
memiliki pemakna yang relatif sama. HAM merupakan puncak konseptualisasi 
manusia tentang eksistensi dirinya sebagai manusia. Muncul istilah HAM adalah 
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produk sejarah.Istilah itu pada awalnya adalah keinginan dan tekad manusia untuk 
diakui dan dilindungi denagn baik. HAM adalah sebagai reaksi atas tindakan despotik 
yang diperankan oleh pengusaha.
21
 
Kebebasan dari hak politik dan sipil mencakup hak-hak yang memungkinkan 
warga negara ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik. Hak politik mencakup hak 
untuk mengambil bagian dalam pemerintahan dan memberikan suara dalam 
pemilihan umum yang berkala dengan hak suara yang universal dan setara.
22
 
Hak-hak politik berkembang sejalan dengan tumbuhnya sistem negara bangsa 
yang dilembagakan ke dalam sistem parlementer. Hak-hak politik yang berkaitan 
dengan proses pengambilan keputusan yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi 
dengan memberikan hak pilih pada saat pemilihan berlangsung.
23
 
Hak pilih universal dan kesetaraan politik berarti, semua pemilih memiliki 
kesempatan yang sama untuk terlibat dalam proses pemilu, membangun refrensi 
politik melalui akses tidak terbatas, keberagam sumber media independen, 
menyalurkan referensi melalui pemungutan suara dan penghitungan suara secara 
sama.
24
 
Hak memilih merupakan dasar keikutsertaan dalam pemilu.Setiap manipulasi 
atas hak pilih ini ada alasan serta akibat yang khusus. Oleh karena itu seringkali ada 
upaya untuk mengubah mayoritas yang ada dengan bantuan penggantian hak pilih ini. 
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Yang pertama-tama perlu tersedia adalah sebuah ketentuan yang berlaku, yang 
mengatur undang-undang pemilu secara umum. Hal berarti bahwa setiap warga yang 
memenuhi ketentuan berhak untuk memberikan suaranya, terlepas dari jenis kelamin, 
suku, bahasa, pemasukan atau kepemilikan, profesi, golongan atau status, pendidikan, 
kepercayaan atau keyakinan politik yang dimilikinya. Ketentuan/persyaratan yang 
dikamsud diatas adalah yang menyangkut usia tertentu, kewarganegaraan, tempat 
tinggal, kesehatan, mental dan kemampuan untuk melakukan tindakan hukumnamun 
hal inilah yang sering dianipulasi.
25
 
Diskusi yang terus dilakukan adalah yang menyangkut permasalahn buta 
huruf atau analphabetisme. Keraguan bahwa pemilih yang buta huruf akan 
mengalami kesulitan untuk memahami lembaran kertas suara yang rumit bukannya 
tidak beralasan. Tugas negara adalah untuk menyiapkan suara sedemikian rupa, 
misalnya dengan bantuan gambar atau symbol, sehingga orang yang buta huruf 
sekalipun dapat mengenali partai/kandidat yang diajukan. Undang-undang pemilu 
hendaknya juga mempertimbangkan kemampuan para pemilih.
26
 Di sisi lain sistem, 
pemilu dibeberapa negara memberikan hak pilih bagi warga pengungsi, sementara di 
negara lainnya hal ini tidak dimungkinkan. 
Konsep ini di gunakan untuk melihat pemerataan HAM di segala golongan 
masyarakat, khususnya di kalangan disabilitas dalam kehidupan sosial politik, sebab 
individu tidak terlepas dari ruang interaksi yang memungkinkan terjadinya 
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diskriminasi. Oleh karna itu konsep ini hadir untuk menganalisis permasalahan 
tersebut. 
2. Rasional Choice 
Rasional choice atau pendekatan pilihan rasional lahir dalam dunia yang 
bebas dari peperangan besar selama hamper empat dekade, dimana seluruh dunia 
berlomba-lomba membangun ekonomi negaranya. Berbagai negara baru menyusun 
rencana-rencana pembangunan, sedangkan beberapa negara kaya turut membantu 
melalui bermacam-macam organisasi internasional atau secara bilateral.
27
 
Inti dari politik menurut penganut rasional choice adalah individu sebagai 
aktor penting dalam dunia politik. Sebagai makhluk rasional ia selalu mempunyai 
tujuan-tujuan yang mencerminkan apa yang dianggapnya kepentingan diri sendiri. Ia 
melakukan hal itu dalam situasi terbatasnya sumber daya (resource restraint), dan 
karena itu ia perlu membuat pilihan.
28
 
Pelaku Rational Action ini, terutama politisi, birokrat, pemilih (berbagai acara 
pemilihan) dan aktor ekonomi pada dasarnya egois dan segala tindakannya 
berdasarkan kecenderungan ini. Mereka selalu mencari cara yang efisien untuk 
mencapai tujuannya. Optimalisasi kepentingan dan efisiensi merupakan inti dari 
rasional choice. 
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Berbagai penganut rasional choice mempunyai penjelasan yang berbeda-
beda, substansi dasar dari doktrin ini telah diluruskan oleh James B. Rule, sebagai 
berikut (terjemahannya dipersingkat): 
1. Tindakan manusia (human action) pada dasarnya adalah “instrument” 
(dalam arti: alat bantu), agar perilaku manusia dapat dijelaskan sebagai 
usaha untuk mencapai suatu tujuan yang sedikit banyak jarak jauh. Untuk 
manusia, alat untuk kesatuan yang lebih besar, tujuan atau nilai tersusun 
secara hierarkis yang mencerminkan preferensinya mengenai apa yang 
diinginkan atau yang diperlukan. Hirearki preferensi ini relatif stabil. 
2. Para aktor merumuskan perilaku melalui perhitungan rasional mengenai 
aksi mana yang akan memaksimalkan keuntungannya. Informasi relefan 
yang dimiliki oleh aktor sangat memengaruhi hasil dari perhitungannya.  
3. Proses-proses sosial berskala besar termasuk hal-hal seperti ratings, 
institusi dan praktik-praktik merupakan hasil dari kalkulasi seperti itu. 
Mungkin akibat dari pilihan kedua, pilihan ketiga atau pilihan N perlu 
dilacak.
29
 
Dalam penelitian ini, Rasional Choice digunakan untuk menelusuri tindakan 
kaum disabilitas dalam kehidupan berpolitik yang juga tidak terlepas dari proses 
menentukan pilihan politik, tentunya sangat menarik untuk diteliti guna guna 
memperkaya penelitian ini. 
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3. Kebijakan Publik 
Kebijakan atau policy berkaitan dengan perencanaan, pengambilan dan 
perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap dampak dari 
pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang-orang banyak yang menjadi sasaran 
kebijakan (kelompok target). Kebijakan merupakan sebuah alat atau instrument untuk 
mengatur penduduk dari atas kebawah. Menurut Heinz Eulau dan Kenneth Prewith, 
kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan konsistensi dan pengulangan tingkah 
laku dari mereka yang mematuhi keputusan-keputusan. Dengan cara memberi reward 
dan sanctions. Secara sentralistik, kebijakan adalah instrumen teknis, rasional, dan 
action-oriented untuk menyelesaikan masalah. Kebijakan adalah cetak biru bagi 
tindakan yang mengarah dan mempengaruhi perilaku orang banyak yang terkena 
dampak keputusan tersebut. Kebijakan sengaja disusun dan dirancang untuk membuat 
perilaku orang banyak yang dituju (kelompok target) menjadi terpola sesuai dengan 
bunyi dan rumusan kebijakan tersebut.
30
 
Kebijakan public meenurut J. A. Anderson (1979),  dalam subarsono, (2006) 
sebagai kebijakan yang ditetaokan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Maka 
dalam pandangan David Easton bahwa ketika pemerintah membuat kebijakan public, 
ketika itu pula pemerintah mengalokasi nilai-nilai kepada masyarakat, karena setiap 
kebijakan mengandung seperangkat nilai didalamnya. Kebijakan public pada 
dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan 
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tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu yang 
dilakukan oleh lembaga pemerintah yang berkewenangan dalam rangka 
penyelanggaraan tugas pemerintah negara dan pembangunan bangsa.
31
 
Mengacu pada Hogwood dan Gunn, Bridgman dan Davis (2004) menyatakan 
bahwa kebijakan publik sedikitnya mencakup hal-hal seperti: (1) Bidang kegiatan 
sebagai ekspresi dari tujuan umum atau pernyataan-pernyataan yang ingin dicapai. 
(2) Proposal tertentu yang mencerminkan keputusan-keputusan pemerintah yang telah 
dipilih. (3) Kewenangan formal seperti undang-undang atau peraturan pemerintah. (4) 
Program, yakni seperangkat kegiatan yang mencakup rencana penggunaan 
sumberdaya lembaga dan strategi pencapaian tujuan. (5) Keluaran (output), yaitu apa 
yang nyata telah disediakan oleh pemerintah, sebagai produk dari kegiatan tertentu.
32
 
Teori kebijakan publik digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan 
pemerintah terhadap kaum disabilitas dari segi perhatian pemerintah mengenai hak-
hak politik kaum disabilitas, sebab kebijakan pemerintah terhadap kaum disabilitas 
menjadi dasar realisasi hak-hak kaum disabilitas dalam kehidupan sosial dan politik. 
4. Partisipasi Politik 
Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut 
serta secara aktif dalam kehisupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan 
negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah 
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(public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam 
pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (contacting) atau 
lobbyingdengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai 
atau salah satu gerakan sosial dengan aksi langsung, dan sebagainya. Menurut 
Herbert McClosky, partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga 
masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemelihan 
penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan 
kebijakan umum.
33
 
Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Partisipasi 
merupakan taraf partisipasi politik warga masyarakat dalam kegiatan-kegiatan politik 
baik yang bersifat aktif maupun pasif dan bersifat langsung maupun yang tidak 
langsung guna mempengaruhi kebijakan pemerintah. Menurut Myron Weiner seperti 
dikutip oleh Mas‟oed, paling tidak terdapat lima hal yang menyebabkan timbulnya 
gerakan kearah partisipasi lebih luas dalam proses politik. 
1) Modernitas  
Ketika penduduk kota baru (yaitu buruh dan pedagang, kaum professional) 
melakukan komersial pertanian, industrialisasi, urbanisasi yang mengikat, 
penyebab kepandaian baca tulis, perbaikan pendidikan, dan pengembangan 
media massa, mereka sendiri, makin banyak menuntut untuk ikutan dalam 
kekuasaan politik. 
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2) Perubahan-perubahan structural kelas sosial 
Begitu terbentuk suatu kelas pekerja baru dan kelas menengah yang meluas 
dan berubah selama proses industrialisasi dan modernisas, masalah tentang 
siapa yang berhak berpartisipasi dalam pembuatan keputusan politik menjadi 
penting dan mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pola partisipasi 
politik. 
3) Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern 
Kaum intelektual (sarjana, filosof, pengarang, wartawan) sering 
mengemukakan ide-ide seperti egaliterisme dan nasionalisme kepada 
masyarakat untuk membangkitkan tuntunan akan partisipasi massa yang luas 
dalam pembuatan keputusan politik. Sistem-sistem transportasi dan 
komunikasi modern memudahkan dan mempercepat penyebaran ide-ide baru. 
4) Konflik di antara kelompok-kelompok pemimpin politik 
Kalau timbul kompetisi memperebutkan kekuasaan, strategi yang biasa 
digunakan oleh kelompok-kelompok yang saling berhadapan adalah mencapai 
dukungan rakyat. Dalam hal ini mereka tentu menganggap sah dan 
memperjuangkan ide-ide partisipasi massa dan akibatnya menimbulkan 
gerakan-gerakan yang menuntut agar “hak-hak” ini dipenuhi. Jadi kelas-kelas 
menengah dalam perjuangannya melawan kaum buruh dan membantu 
memperluas hak pilih rakyat. 
29 
 
Hak Kaum Disabilitas 
Hak Pilih 
 Kebijakan Pemerintah 
Terhadap Kaum 
Disabilitas 
Partisipasi Pemilu 
 
5) Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi dan 
kebudayaan 
Perluasan kegiatan pemerintah dalam bidang-bidang kebijakaksanaan baru 
biasanya berarti bahwa konsekuensi tindakan-tindakan pemerintah menjadi semakin 
menyusup pada kehidupan sehari-hari rakyat. Tanpa hak-hak sah atas partisipasi 
politik, individu-individu betul-betul tidak berbahaya menghadapi dan dengan mudah 
dapat merugikan kepentingannya.
34
 
Teori ini tentunya digunakan untuk menganalisis tingkat partisipasi kaum 
disabilitas terhadap kegiatan-kegiatan politik, sebagai pemenuhan hak-hak mereka 
terlebih dalam pemilihan umum. 
B. Kerangka Konseptual 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian merupakan suatu kegiatan (ilmiah) yang ditempuh melalui 
serangkaian proses yang panjang. Dalam konteks ilmu sosial, kegiatan penelitian 
diawali dengan adanya minat untuk mengkaji secara mendalam terhadap munculnya 
fenomena tertentu.
35
 
Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu suatu 
metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, 
dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci. Teknik pengumpulan datanya 
dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan), analisis ini data bersifat induktif dan 
hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.
36
 
Pendekatan kualitatif digunakan karena beberapa pertimbangan: pertama, 
penyesuaian metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan 
ganda; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara 
peneliti dan informan; ketiga, metode kualitatif lebih peka dan lebih dapat 
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menyesuaikan diri dengan setting penelitian, dan mampu melakukan penajaman 
terhadap pola-pola nilai dan perilaku yang dihadapi.
37
 
Penelitian deskriptif kualitatif lebih menekankan pada keaslian dan tidak 
bertolak pada teori saja, melainkan dari fakta sebagaimana adanya di lapangan.Dalam 
penelitian ini, metode kualitatif digunakan untuk melihat realitas yang terjadi pada 
partisipasi penyandang disabilatas dalam pemilu legislatif 2014. 
Sementara itu, dilihat dari teknik penyajian datanya, penelitian menggunakan 
pola deskriptif.Yang dimaksud pola deskriptif menurut Best (sebagaimana dikutip 
oleh Sukardi), adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan 
menginterpensi objek sesuai dengan adanya.
38
 
2. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini berlokasi di Kota Makassar dengan mengambil objek penelitian 
di lembaga Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Makassar. 
B. Jenis Data 
a. Data primer  
Data primer (primary data), yaitu data empirik yang diperoleh secara 
langsung dari obyek penelitian perorangan, kelompok dan organisasi.Sumber data 
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primer merupakan sumber data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu 
atau perorangan seperti hasil wawancara.
39
 
Adapun dalam penelitian ini penulis akan kelakukan proses wawancara 
kepada masyarakat penyandang disabilitas yang ikut memantau berjalannya proses 
pemenuhan hak politik penyandang disabilitas. 
b. Data Sekunder 
Data Sekunder (secondary data), yaitu data penelitian yang diperoleh secara 
tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan oleh 
lembaga lainnya yang bukan merupakan pengolahnya, tetapi dapat dimanfaatkan 
dalam suatu penelitian tertentu.
40
 
Data ini diperoleh dari studi kepustakaan.Studi kepustakaan dikaksud untuk 
memperoleh teori, konsep maupun keterangan-keterangan melalui hasil penelitian, 
buku-buku, skripsi, majalah, ataupun bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah 
yang diteliti. Hasil penelitian tersebut yang kemudian dianalisis secara deskriptif. 
C. Instrumen Penelitian 
Selain kualitas pengumpulan data, kualitas instrumen penelitian sangat 
mempengaruhi kualitas hasil penelitian. Karena instrumen penelitian yang baik akan 
menghasilkan data yang valid dan realible. Instrumen adalah alat bantu yang 
digunakan dalam mengumpulkan data. Instrumen penelitian bermanfaat untuk 
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memperoleh kesimpulan yang benar dalam penelitian ini. Dalam penelitian kualitatif, 
“the researcher is the key instrument” yang menjadi instrumen utama adalah peneliti 
sendiri.
41
Meskipun peneliti sendiri sebagai instrumen utama tetapi dalam penelitian 
ini alat bantu sangat diperlukan sebagai panduan penelitian, misalnya pedoman 
wawancara, buku catatan peneliti, handpone sebagai alat perekam sehingga diperoleh 
data yang obyektif. 
D. Metode Pengumpulan Data 
a. Observasi 
Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan 
data dengan mengamati secara langsung. Metode ini dilakukan dengan cara 
menganalisis dan memahami segala hal yang berhubungan dengan obyek penelitian, 
serta turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan terhadap kondisi-
kondisi sebenarnya yang terjadi dilokasi penelitian baik secara formal mupun non-
formal. 
Observasi sebuah teknik pengumpulan data dengan melakukan peninjauan 
secara cermat. Dengan teknik ini, peneliti akan mengamati setiap fenomena yang 
berkaitan dengan objek penelitian. Observasidan pencatatan dengan sistematis 
fenomena-fenomena yang sudah diteliti.
42
 Oleh karena itu metode observasi ini 
peneliti gunakan sebagai metode sekunder atau pelengkap saja, yaitu untuk 
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melengkapi sekaligus untuk memperkuat serta menguji kebenaran data yang telah 
diperoleh dari hasil wawancara. 
b. Wawancara  
Wawancara merupakan metode pengumpulan data atau informasi dengan 
bentuk komunikasi secara langsung.
43
 Wawancara (interview), meliputi  metode 
pengumpulan data dengan cara bertanya langsung pada responden untuk 
mendapatkan informasi.
44
 Bentuk komunikasi langsung yang dimaksud adalah 
dimana terjadi interaksi Tanya jawab antara narasumber dengan pewawancara 
(peneliti) menegnai sebuah permasalahan atau keadaan. Dalam penelitian inni 
wawancara akan dilakukan dengan masyarakat penyandang disabilitas. 
c. Dokumentasi  
Istilah Dokumentasi dari kata document (Belanda), document (Inggris), 
documentum (Latin). Sebagai kata kerja document berarti: menyediakan dokumen, 
membuktikan dengan menunjukkan adanya dokumen: sebagai kata benda berarti: 
wahana (wahana = kebenaran, alat pengangkut, angkutan, alat untuk mencapai 
tujuan) informasi, data yang terekam atau dimuat dalam wahana tersebut beserta 
maknanya yang digunakan untuk belajar, kesaksian, penelitian, rekreasi, dan 
sebaginya.
45
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E. Analisis Data 
Analisa data adalah suatu proses pengklasifikasian, pengkategorian, 
penyusunan dan elaborasi, sehingga data yang telah terkumpul dapat diberikan makna 
untuk menjawab masalah penelitian yang telah dirumuskan atau untuk mencapai 
tujuan penelitian.
46
 
Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis 
berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi 
hipotesis.Hipetesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan 
data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah 
hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang dikumpul.
47
 
F. Populasi dan Sampel 
Populasi penelitian adalah keseluruhan objek penelitian atau objek yang 
diteliti. Sedangkan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi 
disebut sampel. 
Poulasi dalam penelitian ini Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia 
(PPDI), organisasi pendukung lembaga, dan lembaga masyarakat dengan perincian 
sebagai berikut: 
1. Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) 
2. Tokoh Masyarakat disabilitas 
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3. Politisi 
4. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar 
Sampel dalam penelitian ini yaitu ketua Persatuan Penyandang Disabilitas 
Indonesia (PPDI) Kota Makassar, perwakilan dari seluruh populasi yang diteliti, 
politisi, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Teknik pengambilan sampel yaitu 
purposive sampling. Pengambilan sampel secara purposive didasarkan pada suatu 
pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti sendiri, berdasarkan ciri/sifat-sifat 
populasi yang sudah diketahui sebelumnya. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini merangkum mengenai gambaran umum profil Persatuan Penyandang 
Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Makassar. Gambaran umum ini meliputi sejarah 
Persatuan Penyandang Diabilitas Indonesia Kota Makassar. Terkait dengan Hak 
Pilitik Disabilitas Pada Pemilu Legislatif 2014 Kota Makassar.Selain itu, mengenai 
analisis hasil penelitian yang terkait dengan judul penelitian Hak Pilitik Disabilitas 
Pada Pemilu Legislatif 2014 Kota Makassar (Studi Persatuan Penyandang disabilitas 
Indonesia). Sesuai dengan rumusan masalah di bab sebelumnya, maka fokus analisis 
hasil penelitian ini adalah mengenai, perhatian pemerintah terhadap hak politik kaum 
disabilitas pada pemilu legislatife 2014 kota Makassar, dan respun masyrakat 
terhadap pemenuhan hak politik kaum disabilitas pada pemilu legislatif 2014 kota 
Makassar. 
A. Profil Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) 
Persatuan Penyandang Cacat Indonesia (PPCI) yang kini sudah berganti nama 
menjadi Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia disingkat PPDI merupakan 
organisasi payung dan beranggotakan beragam organisasi sosial kecacatan di 
Indonesia yang di dirikan tahun 1987.
48
 
PPDI adalah payung bagi organisasi sosial penyandang disabilitas, organisasi 
sosial disabilitas dan organisasi kemasyarakatan penyandang disabilitas sesuai 
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dengan tingkat kedudukannya berfungsi sebagai wadah perjuangan, koordinasi, 
konsultasi, advokasi dan sosialisasi disabilitas di tingkat nasional dan internasional. 
Visi PPDI adalah terwujudnya partisipasi penuh dan kesamaan kesempatan 
penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. 
Misi PPDI adalah : 
1. Melakukan kordinasi dan konsultasi tentang semua hal yang berkaitan dengan 
isu disabilitas. 
2. Melakukan advokasi terhadap perjuangan hak dan peningkatan kesejahteraan 
penyandang disabilitas.  
3. Menyediakan kewajiban dan hak penyandang disabilitas sebagai warga negara 
Indonesia. 
4. Mengupayakan keterpaduan langkah, potensi penyandang disabilitas dalam 
rangka peningkatan kualitas, efektifitas dan relevansi atas kemitraan yang 
saling menguntungkan dan bermatabat. 
5. Meberdayakan penyandang disabilitas agar turut berperan serta sebagai 
pelaku pembangunan yang mandiri, produktif dan berinteraksi. 
6. Melakukan kampanye kepedulian dan kesadaran public sebagai media 
sosialisasi dan informasi tentang penyandang disabilitas.
49
 
Organisasi ini lahir tgl. 11 Maret 1987 di Jakarta dengan nama PERSATUAN 
PENYANDANG CACAT INDONESIA. Disahkan oleh Menteri Sosial RI dengan 
Keputusan Menteri Sosial RI nomor : 9.B/HUK/ 1987. Berdasarkan keputusan 
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MUNASLUB PPCI di Balikpapan Kalimantan Timur tanggal 11 - 14 Desember 2012 
bahwa nama organisasi secara resmi telah diganti dengan nama : PERSATUAN 
PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA (PPDI ). PPDI adalah merupakan 
wadah konsultatif dan koordinatif serta berhimpunnya organisasi Nasional yang 
bergerak dalam bidang kecacatan. PPDI bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial 
dalam arti seluas luasnya bagi penyandang cacat bersama sama Pemerintah dan 
masyarakat. Kami adalah perpanjangan tangan PPDI Pusat yang ada di Provinsi 
Sulawesi Selatan yg ber ibukota di Makassar. Alamat sekarang di Kompleks 
Maizonet Jl. Melati Raya Blok A.I No. 15 Telp.(0411)869426 Makassar.
50
 
Aksesibilitas Fisik: Sebagai barometer implementasi aksesibilitas fisik di Kota 
Makassar bisa dilihat di Kota Makassar. Sesuai survey aksesibilitas fisik ada sekitar 
0,1 % fasos dan fasum yang menyediakan aksesibilitas fisik di Kota Makassar. 
Sekitar 14 tempat di Kota Makassar sudah menyediakan aksesibilitas. Ke 14 tempat 
itu yaitu:  
1. Kantor Gubernur Sulawesi Selatan. 
2. Panti Sosial Bina Daksa Wirajaya ( PSBDW ) Makassar. 
3. Bank Tabungan Pensiun Nasional ( BTPN ). 
4. Jalan Sudirman. 
5. Mesjid PU ( Pekerjaan Umum ). 
6. Mesjid Raya. 
7. Kantor Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Makassar. 
8. Kantor Pos Besar di Jalan Slamet Riyadi. 
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9. SLB Pembina Parang Tambung. 
10. Madrasah Ibtidaiyah Kalukuang. 
11. Karebosi Links. 
12. Hotel Horison. 
13. Rumah Sakit Grestelina. 
14. Bandara Sultan Hasanuddin.
51
 
Kantor pemerintah mendapatkan bantuan dari Dinas Tata Ruang dan 
Permukiman Kota Makassar sebagai contoh untuk ditindaklanjuti oleh pihak yang 
dibantu. Namun kenyataannya semua pihak yang dibantu, tidak berusaha untuk 
menyempurnakannya. Banyak dari instansi yang dibantu tidak paham apa itu 
aksesibilitas. Hal ini menunjukkan indikasi kurangnya kesadaran dan kepedulian baik 
di kalangan birokrat maupun masyarakat lainnya. Apalagi aksesibilitas di bidang 
transportasi.Sampai sekarang belum ada satupun angkutan umum (bus) yang 
menyediakan tempat duduk bagi penyandang disabilitas. Kekurangan aksesibilitas 
fisik di bidang: pendidikan (sekolah-sekolah), kesehatan (Rumah Sakit), transportasi 
(kendaraan umum dan terminal-terminal), olahraga (stadion dan sarana olah raga). 
Trotoar-trotoar sepanjang jalan yang seharusnya aksesibel bagi penyandang 
disabilitas dan merupakan hak pejalan kaki , kondisinya sangat memperihatinkan dari 
sisi ketentuan standar aksesibilitas. Sedangkan Kota/Kabupaten lain sangat tidak 
memperhatikan masalah aksesibilitas fisik bangunan dan lingkungan.  
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Adapun masalah-masalah dalam Persatuan Penyandang Disablitas Indonesia 
yaitu : 
1) Masalah di Bidang Politik dan Keamanan 
Kondisi Negara sekarang ini dimana-mana konflik dan ricuh.Hal ini 
menciptakan suasana yang tidak aman dan tidak nyaman bagi warga Negara yang 
menginginkan kedamaian dan ketenangan.Tidak terkecuali di Kota Makassar, 
Walaupun kondisi keamanan masih terkendali. Kondisi seperti itu bukan tidak 
mungkin bisa terjadi chaos dimana-mana. 
Keamanan bagi penyandang disabilitas yang kebanyakan sangat sulit 
mobilitasnya akan sangat beresiko ketika kondisi keamanan tidak terkendali. 
Penyandang disabilitas memerlukan perlindungan dan perlakuan khusus, utamanya 
penyandang disabilitas perempuan dan anak. Jelas ini memerlukan penanganan 
khusus dan harus didahulukan jika terjadi suatu konflik. Selain masalah keamanan 
diatas, juga partisipasi penyandang disabilitas dalam bidang politik masih sangat 
terhambat untuk menyalurkan aspirasi politiknya baik untuk memilih maupun untuk 
dipilih.
52
 
Masalah pemilihan umum kepala daerah (pemilukada), dimana setiap warga 
Negara yang sudah mempunyai hak pilih termasuk penyandang disabilitas berhak 
untuk memilih dan dipilih. Dalam hal hak memilih, seorang penyandang disabilitas 
harus memilih di TPS. Namun kenyataan memperlihatkan pada kita banyak sekali 
tempat-tempat TPS yang berlokasi ditempat yang tidak aksesibel, sehingga 
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menghambat partisipasi politik bagi penyandang disabilitas khususnya bagi pengguna 
kursi roda, penyandang disabilitas netra dan penyandang disabilitas rungu yang 
kesulitan mendapat informasi. Sedangkan untuk ikut dalam pencalonan legislatif 
maupun kepala daerah terhambat dengan persyaratan sehat jasmani dan rohani 
dimana pada  persyaratan sehat jasmani dan rohani oleh sebagian dari dokter penguji 
kesehatan dipersepsikan bahwa disabilitas itu identik dengan tidak sehat jasmani dan 
rohani. Persepsi tersebut yang diwujudkan sebagai  keterangan sehat oleh dokter, 
 telah ikut andil menghalangi penyandang disabilitas untuk tidak maju dalam 
pemilihan kepala daerah. 
2) Kendala-kendala yang dihadapi Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia: 
a) Belum adanya sarana Gedung Sekretariat dan Tempat Usaha/ Kegiatan 
yang tetap dan representatif. Sekretariat yang selalu berpindah-pindah 
karena waktu sewa/kontrak habis. Sehingga untuk melakukan usaha sering 
tersendat. 
b) Masih kurang/ lemahnya SDM penyandang cacat pada umumnya dan 
Pengurus khususnya. Kecilnya dana operasional, tidak cukup mengcover 
semua kegiatan yang telah direncanakan. 
c)  Kurangnya kesadaran sebagian besar penyandang cacat tentang organisasi 
penyandang cacat atau tentang organisasi.
53
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3) Masalah Aksesibilitas baik fisik maupun non fisik 
 
Permasalahan penyandang disabilitas adalah sangat kompleks.Bukan hanya 
masalah pendataan saja. Juga keterbatasan aksesibilitas baik fisik maupun non fisik 
para penyandang disabilitas untuk melakukan aktifitas sesuai dengan jenis 
kedisabilitasannya, seperti terbatasnya aksesibilitas yang tersedia terutama pada 
prasarana umum, baik itu bangunan kantor, bangunan pendidikan, bangunan 
kesehatan, Mall-Mall, Kantor-kantor perusahaan, terminal maupun di Pelabuhan dan 
Bandara. Tapi juga ada masalah pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pelatihan, 
rehabilitasi, akses informasi dan teknologi, transportasi, politik, keamanan, hukum, 
 olahraga dan berusaha. Penyandang disabilitas di Kota Makassar  yang jumlahnya 
2.250 orang (disabilitas tubuh, disabilitas Netra, dan Disabilitas ganda) memerlukan 
bantuan penyediaan aksesibilitas sesuai dengan kedisabilitasannya.
54
 
B. Peran Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) terhadap 
Pemenuhan Hak Politik Kaum Disabilitas. 
Hingga saat ini perhatian pemerintah memberikan perlindungan hukum 
terhadap hak penyandang disabilitas telah dilakukan melalui berbagai peraturan 
perundang-undangan, yaitu yang mengatur masalah ketenagakerjaan, pendidikan 
nasional, kesehatan, kesejahteraan sosial, lalu lintas dan angkutan jalan, 
perkeretaapian, pelayaran, penerbangan, dan politik. 
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Semua warga Negara Indonesia (WNI) yang telah memenuhi syarat memiliki 
hak sama. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan kaum disabilitas, A. Usman 
Hafid yang mengatakan : 
"Seusai dengan pembukaan UUD 1945 sudah disebutkan bahwa 
sesengguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, artinya kita semua 
sama memiliki hak dalam melaksanakan kehidupan berbangsa tanpa ada 
perbedaan. Seperti halnya dalam terlibat politik".
55
 
 
 Berdasarkan hasil wawancara dengan A. Usman Hafid dapat di 
interpretasikan, persamaan hak asasi manusia baik itu kebebasan berpendapat 
maupun kebebasan ikut serta dalam politik.Bentuk perhatian pemerintah terhadap 
kaum disabilitas masih tetap diperhatikan untuk menjamin hak politik mereka di 
dalam undung-undang. Masih adanya perhatian pemerintah terhadap kaum disabilitas 
yang tidak membedakan dengan kaum normal. 
Pemerintah kota Makassar mengeluarkan Peraturan Daerah No. 6 tahun 2013. 
Upaya pemerintah kota Makassar dalam memprhatikan penyandang disabilitas kota 
Makassar telah terlihan dengan adanya Peraturan Daerah No.6 tahun 2013 Tentang 
pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas  di Kota Makassar. Negara melalui 
Peraturan Daerah kota Makassar telah memberikan tanggung jawab kepada 
Pemerintah kota Makassar untuk menjamin terwujudnya hak-hak penyandang 
penyandang disabilitas agar setara dengan orang-orang yang lainnya.
56
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Wawancara dengan Bambang Permadi yang mengatakan : 
“Hak politik disabilitas Indonesia  seperti di jelaskan dalam Peraturan 
Daerah Kota Makassar Nomor : 6 Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-Hak 
Penyandang Disabilitas dan Undang Undang 8 Tahun 2016 tentang 
Penyandang Disabilitas pasal 13 menegaskan Hak Politik Penyandang 
Disabilitas melitputi hak : memilih dan dipilih dalam jabatan publik, 
menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan, memilih partai 
politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum, 
membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat 
dan/atau partai politik, membentuk dan bergabung dalam organisasi 
Penyandang Disabilitas, berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan 
umum; memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana 
penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan 
pemilihan kepala desa atau nama lain, dan memperoleh pendidikan politik.”57 
 
Berdasarkan hasil wawancara di atas, kesadaran untuk berdaya juga harus 
dilakukan agar penyandang disabilitas bukan hanya sekedar objek suara yang 
diperebutkan. Namun hak memilih, dipilih, menjadi pejabat politik dan pengurus 
partai yang dimiliki penyandang disabilitas juga memiliki makna dalam turut serta 
menghadirkan demokrasi yang berkualitas. Bahwa adanya partisipasi politik yang 
melibatkan seluruh masyarakat Indonesia termasuk penyandang disabilitas yang telah 
memiliki hak merupakan konteks sesungguhnya demokrasi. Dalam peradtudan 
daerah kota Makassar di jelaskan adanya hak poitik untuk kaum disibilitas yang dapat 
ikut serta  dalam berpolitik.  
Merujuk dari empat hak kaum disabilitas, hak untuk memilih adalah hak 
konstitusional warga negara, sedangkan semua warga negara tidak dapat di 
diskriminasi atas dasar apapun juga. Hak memilih dimiliki oleh seluruh warga negara, 
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sebagaimana di jelaskan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor : 6 Tahun 
2013 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas
58
 dan Undang-Undang 8 
tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pasal 13 menegaskan hak politik 
penyandang disabilitas.
59
 
Hak politik merupakan kajian yang ditulis dalam beberapa muatan literasi, 
terlebih pada saat mendekati pemilahan legislatif. Demokrasi menuntut masyarakat 
untuk cerdas dalam dalam melakukan hak politiknya yang baik, sebab era hak politik 
disabilitas, memilih, dipilih, menjadi pejabat dan panitia partai sangat mengharuskan 
kita untuk menemukan referensi yang baik dalam menganalisis berbagai macam 
fenomena politik.Terkait dengan keterlibatan kaum disabilitas atau penyandang cacat 
dalam hak politiknya. Kaum Disabilitas di era demokrasi nampaknya menemukan 
peluang untuk berposisi sebagai pemangku kepentinagan di rana publik. 
Pada umumnya Negara demokrasi menjalankan sistem pemilihan umum yang 
dianggap sebagai sistem yang sempurna untuk saat ini, sekaligus tolak ukur, dari 
demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana 
keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap 
mencerminkan dengan akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Sekalipun 
demikian, disadari bahwa pemilihan umum tidak merupakan satu-satunya tolak ukur 
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dan perlu dilakukan dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat 
berkesinambungan, seperti partisipasi dalam kegiatan partai, lobby dan sebagainya.
60
 
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang 
Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Dijelaskan dalam Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 mengenai setiap penyandang 
disabilitas harus bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, 
merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan 
semena-mena, serta memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas 
mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain. Termasuk didalamnya 
hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka 
kemandirian, serta dalam keadaan darurat.
61
 Wawancara yang dilakukan dengan 
Sujiono kaum disabilitas mengatakan: 
“Yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor : 6 Tahun 
2013 Pasal 23 tentang hak kesamaan politikkaum disabilitas dan dan 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 sangat jelas 
pemerintah dan KPU menjamin hak kaum disabilitas. Pemerintah dan KPU 
sudah menjalankan tugasnya yang menjamin hak kaum disabilitas”.62 
 
Hasil wawancara diatas menunjukkan adanya legalitas yang kuat yang dibuat 
oleh pemerintah untuk kaum disabilitas dalam melaksanakan kehidupan bernegara. 
Peraturan daerah Nomor: 6 tahun 2013 menjelaskan kesamaan kesempatan dalam 
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bidang pendidikan, kesehatan, olahraga, seni budaya, ketenagakerjaan, pelayanan 
umum, politik, bantuan hukum dan informasi. 
Pemerintah Indonesia telah menandatangani Convention on the Rights of 
Persons with Disabilities (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). 
Penandatanganan tersebut menunjukan kesungguhan Negara Indonesia untuk 
menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak penyandang 
disabilitas, yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan para 
penyandang disabilitas. 
Tujuan konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin 
kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, 
serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang 
tidak terpisahkan. 
Penyandang kaum disabilitas secara kuantitas cenderung meningkat dan, oleh 
karena itu, perlu semakin diupayakan peningkatan kesejahteraan sosial bagi 
penyandang cacat. Dalam rangka terwujudnya kesamaan kedudukan, hak, kewajiban, 
dan peran sebagaimana tersebut di atas, dipandang perlu memberikan landasan 
hukum bagi upaya peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas di segala aspek 
kehidupan dan penghidupan dalam suatu undang-undang.  
Salah satu bentuk pengaplikasian dalam pemenuhan hak politik kaum 
disabilitas sesuai dengan Undang-Undang tersebut maka Persatuan Penyandang 
Disabilitas Indonesia (PPDI) terbentuk. 
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PPDI bertujuan memperjuangkan pemenuhan hak-hak penyandang 
disabilitas agar memperoleh kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan 
dan penghidupan serta dapat berpartisipasi penuh dalam pembengunan nasional. 
Adapun tugas dan usaha persatuan penyandang disabilitas Indonesia untuk 
melihat fungsinya yaitu: 
1) Tugas Pokok dan Usaha Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia: 
a) Mengadakan koordinasi, konsultasi dengan organisasi kecacatan dalam 
rangka peningkatan mutu dan pelayanan kesejahteraan penyandang cacat. 
b) Memberikan masukan kepada Pemerintah dalam upaya peningkatan 
kebijaksanaan dan program dibidang kesejahteraan penyandang cacat. 
c)  Melindungi dan memperjuangkan kepentingan penyandang cacat dan 
organisasi penyandang cacat dalam upaya peningkatan kesejahteraan 
sosialnya. 
4) Usaha-Usaha yang dilaksanakan Persatuan Penyandang Disabilitas: 
a) Turut memasyarakatkan peraturan perundang-undangan serta 
kebijaksanaan pemerintah dalam usaha kesejahteraan sosial bagi 
penyandang cacat. 
b) Menjembatani kepentingan para penyandang cacat dengan Pemerintah dan 
masyarakat. 
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c) Membina keakraban, kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan 
sosial antar penyandang cacat dan antara penyandang cacat dan 
masyarakat. 
d) Bersama Pemerintah dan masyarakat mendorong, menumbuhkan dan 
meningkatkan kesadaran diri, harga diri, kemauan dan kemampuan 
penyandang cacat agar secara mandiri dapat melaksanakan fungsi 
sosialnya dan berperan serta dalam Pembangunan Nasional. 
e) Menggali dan meningkatkan potensi sumber daya dan dana yang berasal 
dari masyarakat baik dari dalam maupun luar negeri.
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Wawancara yang dilakukan dengan Bambang Permadi yang mengatakan : 
“Setiap ajang pemilu kaum disabilitas di berikan pelatihan untuk proses 
pemilu yang akan diselenggarakan tahun 2014. Kami PPDI memberikan 
pelatihan kaum di sabilitas di setiap lembaga-lembaga yang ada di bawah 
naungan kami. PPDI memberikan perhatian yang sebagaimana yang di 
jelsakan tujuan kami.”64 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bambang Permadi, PPDI memberikan 
perhatian  kepada kaum disabilat dalam pemenuhan hak politik disabilitas. PPDI 
memberikan perhatian  pada saat proses penyelenggaran pemilu yang berlangsung. 
Perhatian PPDI kepada kaum disabilitas untuk tercapainya hak-hak kaum disabilitas. 
PPDI memberikan perhatian yang baik dalam pemenuhan-pemenuhan 
sebagaimana tugasnya yang terdalat dalam visi dan misinya. Sebagaimana 
wawancara yang dilakukan dengan Sujiono, kaum disabilitas yang mengatakan: 
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“Kaum disabilitas sudah bisa mengolah sumber informasi yang dia dapatkan 
karena kaum disabilitas di berikan pelatihan-pelatihan oleh PPDI, ada 
relawan yang masing-masing bertugas dalam hal pelaksanaan politik, 
contohnya dalam hal proses pemenuhan hak-haknya sebagai kaum disabilitas 
dalam politik.”65 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Sujiono, PPDI memberikan 
memberikan perannya yang berada dalam tugasnya sebagai PPDI untuk mempertahan 
hak kaum disabilitas sebagaimana mestinya dan tidak adanya diskriminasi bagi kaum 
disabilitas terhadap orang normal. 
 PPDI memberikan perhatian kepada kaum disabilitas pada bulan November 
tahun 2014, sesuai dengan wawancara dengan Bambang Permadi yang mengatakan : 
“Pada bulan November tahun 2014, PPDI mengakomodir kaum disabilitas 
pada saat workshop RUU di sabilitas, sosialisasi relawan demokrasi, 
sosialisasi UU No. 19 tahun 2011, sosialisasi pemilu dan monitoring pemilu 
2014 di TPS.”66 
 
Berdasarkan hasil wawancara di atas PPDI mengakomodir kaum di sabilitas 
dalam upaya pemenuhan hak-haknya. PPDI mendorong kaum disabilitas bisa ikut 
serta dalam melakukan haknya. PPDI mengakomodir hal-hal yang berkaitan dengan 
hak kaum disabilitas. PPDI menjalankan tugasnya sebagai fungsinya yang 
mengakomodir kaum disabilitas sebagaimana hak yang ada dalam dirinya. Adapun 
tugas pokok dan usaha PPDI yaitu: Mengadakan koordinasi, konsultasi dengan 
organisasi kecacatan dalam rangka peningkatan mutu dan pelayanan kesejahteraan 
penyandang cacat, memberikan masukan kepada Pemerintah dalam upaya 
peningkatan kebijaksanaan dan program dibidang kesejahteraan penyandang cacat. 
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Peran PPDI pada saat pemilihan umum anggota legislative tahun 2014 yaitu 
memberikan sosialisasi kepada kaum disabilitas dengan tujuan untuk meningkatkan 
partisipasi kaum disabilitas, memberikan motivasi untuk terlibat dalam ranah politik, 
memberikan pemahaman akan calon yang akan dipilihnya. 
Pemberian motivasi yang dilakukan oleh PPDI dalam rangka pemenuhan hak 
politik kaum disabilitas (memilih, dipilih dan menjadi pengurus partai), agar kaum 
disabilitas dapat ikut aktif dalam ranah politik. Motivasi yang mendorong 
penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam pemilu adalah hak pilih merupakan 
hak setiap warga negara. Mereka berharap bahwa melalui pemilu hak-haknya dapat 
didengar layaknya masyarakat pada umumnya. 
Hasil wawancara dengan Abdullah Mansyur,   mengatakan : 
“Salah satu bukti bahwa pihak Indonesia terbuka terhadap penyandang 
distabilitas adalah yaitu mantan Presiden Gusdur dan Istrinya. dan bagi 
penyandang stabilitas di khususkan karna seorang manusia jika masih masih 
memiliki kemampuan kita berikan kesempaatan untuk berkembang, dan 
syaratnya menjadi pejabat distabilitas berbeda dengan yang lainnya mereka 
diberikan perhatian khusus dan syarat-syaratnya”.67 
 
Berdasarkan hasil wawancara diatas kaum disabilitas tidak di bedakan dengan 
orang yang normal. Keterbukan hak politik kaum disabilitas pada pemenuhannya 
diberi ruang dalam memenuhi hak politiknya, tidak membedakan dengan orang-orang 
yang normal. Kaum disabilitas bisa ikut serta dalam memenuhi hak politiknya dan 
tidak adanya diskriminasi.  
Wawancara dilakukan dengan Sujiono kaum disabilitas yang mengemukakan: 
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“Setiap ajang pemilihan umum kaum disabiitas selalu diberikan pendidikan 
politik dari pemerintah atau KPU dan lembaga PPDI bagaima kaum 
disabilitas pada saat melakukan proses pemilihan dan bisa menggunakan hak 
suaranya walaupun kaum disabilitas terbatas oleh keadaan fisik.”68 
 
Berdasarkan hasil wawancara di atas PPDI mempunyai bentuk kepedulian 
terhadap kaum disabilitas terlihat dengan adanya kegiatan pendidikan politik yg 
dilakukan untuk kaum distabilitas. Kaum disababilitas diberikan sosialisasi setiap ada 
ajang pemilihan umum. PPDI tidak berhenti memberikan sosialisasi kepada kaum 
disabilitas untuk memenuhi hak-haknya. 
Beberapa penyandang disabilitas memiliki keinginan untuk berpartisipasi 
dalam pemilu bukan karena dorongan dari dirinya, namun dari keluarganya. Hal ini 
dikarenakan keluarga yang membantu segala aktivitas yang tidak bisa dilakukan oleh 
penyandang disabilitas secara mandiri. 
Upaya-upaya pemenuhan hak berpolitik penyandang disabilitas sehingga hak 
asasi penyandang disabilitas tidak dilanggar dan asas pemilu luber dan jurdil bisa 
terwujud.  Upaya-upaya tersebut antara lain: 
a) Sosialisasi dan simulasi pemilu harus diselenggarakan tidak hanya di kota-
kota besar, namun juga di daerah-daerah terpencil dengan menggunakan 
metode dan cara yang sesuai dengan kebutuhan pemilih tuna netra dan tuna 
rungu. 
b)  Partisipasi dan kerjasama secara efektif dan penuh antara individu, 
masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan pemerintah harus lebih 
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ditingkatkan agar sarana, prasarana, informasi, mekanisme dan materi 
pemilu mudah diakses dan dimanfaatkan oleh pemilih penyandang 
disabilitas. 
c) Pemerintah harus meningkatkan anggaran penyediaan alat bantu tuna netra 
agar alat bantu tuna netra juga tersedia untuk lembar surat suara pemilihan 
anggota legislatif. 
d) Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu harus menaruh 
perhatian khusus pada pelanggaran-pelanggaran terkait disabilitas sehingga 
hak berpolitik penyandang disabilitas tidak dirugikan. 
e) Yang terutama, merevisi peraturan perundang-undangan terkait yang tidak 
berpihak pada kaum penyandang disabilitas agar pemenuhan hak-haknya 
lebih terjamin.
69
 
Merujuk pada hak politik yang dimiliki penyandang disabilitas, Negara 
menjamin terhadap kaum penyandang disabilitas dalam hak politik dan kesempatan 
untuk menikmati hak tersebut atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya.Penyandang 
disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan 
publik atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya, secara langsung atau melalui 
perwakilan yang dipilih secara bebas, termasuk hak dan kesempatan bagi penyandang 
disabilitas untuk memilih, dipilih, pejabat publik dan pengurus partai. Memastikan 
bahwa prosedur, fasilitas, dan bahan-bahan pemilihan bersifat layak, dapat diakses 
serta mudah dipahami dan digunakan untuk melindungi hak penyandang disabilitas 
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untuk memilih secara rahasia dalam pemilihan umum dan referendum publik tanpa 
intimidasi dan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, bilamana diperlukan atas 
permintaan mereka, mengizinkan bantuan dalam pemilihan oleh seseorang yang 
ditentukan mereka sendiri dan sebagainya.
70
 
Salah satu permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Makassar dimulai 
dari pendataan. Berbagai institusi melakukan pendataan dengan istilah – istilah 
disabilitas yang berbeda-beda dan jumlah yang tidak sama. Ada juga dengan methode 
estimasi. Misalnya dalam istilah ada yang memakai orang dengan gangguan 
penglihatan, orang dengan kecacatan, orang dengan kesulitan mendengar dan di 
organisasi disabilitas dikenal tuna daksa, tuna netra, tuna rungu dan tuna 
grahita.Ketidakakuratan data mengakibatkan program-program pemerintah tidak 
sesuai dengan kebutuhan dan berhasil dengan baik. Sedangkan populasi penyandang 
disabilitas terdata di Kota Makassar tahun 2008 sebanyak 2.250 orang yang terdiri 
atas 1.794 orang penyandang disabilitas fisik, 242 orang penyandang disabilitas 
mental dan 214 orang penyandang disabilitas fisik dan mental (ganda).  Terdiri atas : 
 1.390 laki-laki (62%) dan 860 perempuan (38%).
71
 
Berdasarkan Sensus BPS Tahun 2010 jumlah penyandang disabilitas di Kota 
Makassar jauh lebih besar yaitu sebanyak 93.629 orang dengan istilah berbeda seperti 
tertera dibawah ini : 
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No Jenis Disabilitas Ketergantungan 
Tingkat 
Ringan  Sedang  Parah  
1.  Kesulitan Melihat ( Disabilitas Netra ) 
40.855 2.757 43.612 
2. Kesulitan Mendengar ( Disabilitas Rungu / 
Wicara ) 
11.373 1.778 13.151 
3. Kesulitan Berjalan/Naik Tangga  ( Disabilitas 
Daksa ) 
10.901 2.686 13.587 
4. Kesulitan Mengingat /Berkonsentrasi 
/Berkomunikasi ( Disabilitas Grahita ) 
9.486 2.422 11.908 
5. Kesulitan Mengurus Diri Sendiri  ( Disabilitas 
Ganda ) 
8.786 2.585 11.371 
Jumlah 81.401 12.228 93.629 
Sumber: BPS Kota Makassar Tahun 2010 
Hasil wawancara dengan Abdullah Mansyur, mengatakan : 
“Ada relawan dari KPU yang bertugas sebagai pendata, yang mendata 
orang-orang disabilitas. KPU memiliki relawan masing-masing yang 
bertugas dalam hal pendataan dan lain sebagainya. Relawan KPU yang 
bertugas dalam pendataan mereka turun langsung mendata.”.72 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Abdullah Mansyur, KPU Kota 
Makassar dalam hal pendataan, KPU memiliki relawan yang bertugas masing-masing 
dalam bidangnya. KPU yang relawannya bertugas dalam pendataan pada saat proses 
pemilu, relawan KPU mendata langsung di setiap tempat atau di lembaga-lembaga 
yang menaungi kaum disabilitas. 
Hambatan yang sering terjadi bagi penyandang disabilitas dalam memberikan 
hak memilihnya adalah terkait dalam diri mereka sendiri yang kurang perhatian 
terhadap pemilihan umum. Seperti pada jawaban wawancara dengan Haslinda yang 
mengatakan : 
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“Pada saat pemilihan umum kurangnya bentuk partisipasi dalam pemilihan 
umum kaum disabilitas dikarenakan kejenuhan, sifat acuh, kemauan yang 
tidak mau, dan tidak mengurus pendaftaran pemilihan. Itulah mengapa salah 
satu faktor kutangnya tingkat partisipasinya.”73 
 
Hal ini diperkuat argumen oleh, A. Usman Hafid kaum disabilitas yang 
mengatakan:  
“Ketidakikutsertaan pemilihan umum juga bisa dalam bentuk keluargan yang 
menyuruh mereka tidak ikut serta dalam pemilihan”.74 
 
Dari hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwah kaum disabilitis kurang 
berpatisipasi pada saat pemilihan umum dikarenakan kejenuhan, kejenuhan ini dalam 
artinya lelah dalam menunggu antrian, sifat acuhnya yang tidak mempedulikan 
mengenai pemilihan umum, kemauan yang tidak tertarik atau tidak tertarik dalam 
pemilu dan pendaftaran pemilihan yang tidak diperhatikannya. Dalam bentuk 
keluarga tersebut dimana keluarga tersebut malu dan di ejek sama tetangga karena 
termasuk dalam kaum disabilitas. Meskipun demikian dalam proses pemilihan umum 
setidaknya masyarakat ingin melihat kota Makassar bagaimana kedepannya. 
Adapun permasalahan-permasalahan terkait kesulitan-kesulitan dan 
hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemilih penyandang disabilitas dalam 
pemilu: 
a) Meskipun KPU bekerja sama dengan 26 LSM, sosialisasi dan simulasi 
pemilu masih sangat kurang. Pemilih penyandang disabilitas tidak 
memahami mekanisme dan teknis pengambilan suara. Perubahan dari cara 
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mencoblos ke mencontreng serta jumlah partai, nomor urut dan anggota 
calon legislatif yang banyak membingungkan para pemilih penyandang 
disabilitas terutama tuna netra. Sosialisasi terhadap petugas di lapangan 
juga terbatas. Petugas banyak yang tidak memahami cara menangani 
pemilih penyandang disabilitas seperti penggunaan alat bantu tuna netra, 
petunjuk bagi tuna rungu dan tempat bagi pengguna kursi roda. 
b) Jumlah dan posisi pemilih penyandang disabilitas tidak terpetakan 
sehingga banyak pemilih penyandang disabilitas yang tidak terdaftar 
dalam daftar pemilih tetap. Hal ini disebabkan oleh keengganan petugas 
pendata untuk menanyakan jenis disabilitas kelompok yang didata dan 
kecurangan petugas pendata untuk tidak mendaftarkan pemilih 
penyandang disabilitas. 
c) Banyak TPS yang berlokasi di areal yang berumput tebal, becek, berbatu-
batu, berlubang-lubang, berundak-undak, menanjak dan di tempat yang 
tinggi sehingga sulit dijangkau oleh pemilih pengguna kursi roda. 
d) Alat bantu tuna netra hanya tersedia untuk lembar surat suara DPD 
sehingga untuk pemilihan anggota legislatif pemilih penyandang tuna 
netra mesti didampingi petugas atau anggota keluarganya. 
e) Asas luber tidak terjamin karena dalam memberikan suaranya pemilih 
tuna netra didampingi oleh petugas, bukan orang yang dipilihnya sendiri. 
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Begitu pula dengan pemilih pengguna kursi roda, suaranya diwakilkan 
karena aksesibilitas ke TPS kurang memadai. 
f) Surat suara berukuran 84 cm x 54 cm sangat menyulitkan pemilih 
penyandang disabilitas. Meskipun menggunakan alat bantu tuna netra, 
seorang pemilih tuna netra membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit 
untuk memberikan suaranya. 
g) Tidak tersedianya petunjuk dan informasi tentang pemilu yang dikemas 
khusus dengan menggunakan bahasa isyarat untuk pemilih tuna rungu 
sehingga sering menimbulkan kesalahan persepsi pada saat pendaftaran 
peserta pemilu dan mendengar penjelasan petugas tentang pemungutan 
suara. 
h) Sistem contreng dikhawatirkan akan menghapus hak berpolitik pemilih 
penyandang tuna netra karena tanda contreng digambar beragam oleh para 
tunanetra yang tidak bisa melihat sejak lahir.
75
 
Negara sekarang ini dimana-mana konflik dan ricuh. Hal ini menciptakan 
suasana yang tidak aman dan tidak nyaman bagi warga Negara yang menginginkan 
kedamaian dan ketenangan. Tidak terkecuali di Kota Makassar, walaupun kondisi 
keamanan masih terkendali. Kondisi seperti itu bukan tidak mungkin bisa terjadi 
chaos dimana-mana. Keamanan bagi penyandang disabilitas yang kebanyakan sangat 
sulit mobilitasnya akan sangat beresiko ketika kondisi keamanan tidak terkendali. 
Penyandang disabilitas memerlukan perlindungan dan perlakuan khusus, utamanya 
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penyandang disabilitas perempuan dan anak.Jelas ini memerlukan penanganan 
khusus dan harus didahulukan jika terjadi suatu konflik. 
Dalam hal hak memilih, seorang penyandang disabilitas harus memilih di 
TPS. Namun kenyataan memperlihatkan pada kita banyak sekali tempat-tempat TPS 
yang berlokasi di tempat-tempat yang tidak aksesibel, sehingga menghambat 
partisipasi politik bagi penyandang disabilitas khususnya bagi pengguna kursi roda, 
penyandang disabilitas netra dan penyandang disabilitas rungu yang kesulitan 
mendapat informasi. Untuk ikut dalam pencalonan legislatif maupun kepala daerah 
terhambat dengan persyaratan sehat jasmani dan rohani dimana pada  persyaratan 
sehat jasmani dan rohani oleh sebagian dari dokter penguji kesehatan dipersepsikan 
bahwa disabilitas itu identik dengan tidak sehat jasmani dan rohani. Persepsi tersebut 
yang diwujudkan sebagai  keterangan sehat oleh dokter,  telah ikut andil menghakimi 
penyandang disabilitas untuk tidak maju dalam pemilihan kepala daerah. Artinya ada 
diskriminasi di bidang politik. 
Wacana tentang keterlibatan kaum disabilitas dalam hak politik menguat 
secara signifikan. Tentu dicatat adalah semua orang memiliki hak tanpa terkecuali 
mengenai kaum disabilitas tersebut juga memiliki hak politik. Dalam periode politik 
yang panjang, partisipasi kaum disabilitas dalam politik kenegaraan mengalami 
pasang surut, hak politik disabilitas mengalami gerafik yang meningkat, hak politik 
disabilitas mengalami problem khususnya akses mereka terhadap lembaga-lembaga 
politik secara bebas dan demokratis. 
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C. Respon Masyarakat Terhadap Pemenuhan Hak Politik Disabilitas Pada 
Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kota Makassar  
1. Respon Positif Masyarakat 
Politik modern mengajukan gagasannya yang cukup ampuh yakni tutunan 
moral. Materi perbincangannya adalah, bagaimana manusia wajib memperlakukan 
manusia, mendahului penetapan yang diambil oleh lembaga manusia, termasuk 
negara secara potensi cukup kuat untuk melindungi orang dan sekelompok orang 
lemah dari kesewenangan yang kuat.
76
 
Pandangan masyarakat terhadap kaum disabilitas juga dibedakan menjadi dua 
model, yaitu individual model dan social model. Individual model menganggap jika 
kecacatan yang dialami oleh seseorang itu lah yang dianggap sebagai masalahnya. 
Sedangkan social model menganggap jika masalahnya bukan terletak pada kecacatan 
yang dialami oleh seseorang, tapi bagaimana cara pandang masyarakat yang negatif 
terhadap kaum disabilitas ini yang menimbulkan masalah. 
Keberadaan kaum disabilitas itu pasti ada dalam sebuah negara. Di indonesia 
sendiri memiliki jumlah kaum disabilitas mencapai 7 juta orang atau sekitar 3% dari 
total penduduk Indonesia yang berjumlah 238 juta pada tahun 2011.
77
 
Dengan adanya payung hukum, diharapkan akan tercipta sebuah tata 
kehidupan yang dapat mendorong disabilitas untuk turut aktif berpartisipasi dan 
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mengembangkan potensi dalam bidang pendidikan, pekerjaan, kesehatan, 
kesejahteraan sosial, dan bidang lainnya. Selama ini kepedulian masyarakat terhadap 
kaum disabilitas sangat kurang. Sementara itu aturan perundang-undangan sudah 
jelas menyatakan jika disabilitas mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah.  
Dalam pemilu partisipasi menjadi sangat dibutuhkan karena dengan begitu 
suara publik mampu menentukan wakil-wakilnya yang akan menentukan nasib 
masyarakat untuk masa depan. Proses berjalannya pesta demokrasi ini haruslah dapat 
diakses oleh siapapun, dari golongan apapun itu, termasuk mereka yang selama ini 
terpinggirkan dalam kehidupan masyarakat seperti penyandang disabilitas. 
Usaha memenuhi hak suara penyandang disabilitas sudah diperjuangkan dalam 
pemilu- pemilu sebelumnya. Berbagai masukan perihal aksesibilitas bagi penyandang 
disabilitas dalam pemilu sudah dilayangkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). 
Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam Pemilu 2014 menjadi diperhatikan. 
Seperti yang dikemukakan oleh Sujiono yang mengatakan : 
“Saya melihat partisipasi pemilih dari kaum disabilitas juga dapat 
diperhitungkan. Antusias masyarakat penyandang distabilita tiap tahunnya  
meningkat ketika mereka sering di perhatikan mereka antusias untuk 
mengikuti dan mereka  sudah berbaur untuk masyarakat dan mereka merasa 
mempunyai hak, yang namanya hak harus kita nikmati, perhatian pemerintah, 
dan ini sudah ada perdanya”.78 
Berdasarkan hasil wawancara denagan Muhammad Hadriawan dapat 
disimpulkan bahwa proses patrisipasi memilih dalam pemilihah umum kaum 
disabilitas terbilang banyak yang melakukan partisipasi memilih bukan semata-mata 
kaum disabilitas ini yang dulunya tidak memperhatikan rana politik tetapi sekarang 
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ini kaum disabilitas bisa dapat ambil serta dalam pemenuhan hak memilihnya yang 
mulai sekarang sudah dapat diperhatikan tingkan partisipasi memilihnya.  
Banyak lembaga masyarakat di Indonesia maupun lembaga internasional 
mendorong agar pemilu tahun 2014 ini lebih ramah terhadap penyandang disabilitas 
dengan memberikan fasilitas yang bisa diakses seperti tempat pemungutan suara yang 
ramah kursi roda, lembar suara berhuruf Braille dan seterusnya.  
Meskipun begitu, ada hal yang jauh lebih penting dari sekedar aksesibilitas 
dalam pemilu bagi penyandang disabilitas, yaitu seberapa jauh pemilu ini dapat 
memberikan manfaat bagi penyandang disabilitas. Dapat dirunut pula seberapa 
kuatkah disabilitas akan disuarakan oleh para calon wakil rakyat maupun pemimpin 
negeri menyuarakan disabilitas. Disabilitas dalam pemilu terkait bagaimana para 
wakil rakyat nantinya menyuarakan disabilitas dan seberapa kuatkah disabilitas akan 
menjadi penting dalam kebijakan pemerintah di negeri ini. Melalui wawancara 
dengan A. Usman Hafid yang mengatakan: 
“Dalam politik itu tidak memandang golongan masyarakat siapapun dia,  
begitupun kaum disabilitas. Meskipun kami memiliki kekurangan tapi dalam 
pemenuhan politik semua harus ikut serta karna kaum disabilitas juga 
mumpunyai hak-hak politik yang dipenuhi sesuai dengan undang-undang”.79 
Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam dunia politik 
tidak memandang masyarakat dari segi fisik dan dari segi yang lainnya dalam 
pemenuhan hak politiknya.Walaupun kaum disabilitas memiliki kekurangan tapi 
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dalam pemenuhan hak politiknya kaum disabilitas mempunya haknya di politik yang 
sebagaimana tertera dalam undang-undang. 
Hal demikian jauh lebih berarti bagi penyandang disabilitas dari sekadar 
fasilitas yang mudah diakses dalam pemilihan umum, terlebih lagi menyebut 
masyarakat enggan memilih pemimpin yang mempunyai disabilitas 76,9% dari 
masyarakat tidak akan memilih pemimpin dengan disabilitas. Artinya kepentingan 
mereka agar lebih tersuarakan dalam pemerintahan akan sulit diperjuangkan. Bisa 
disimpulkan bahwa stigma masyarakat dalam pemilu tahun 2014 ialah kurang 
percaya akan kemampuan penyandang disabilitas. 
Hal yang demikian ternyata diresapi oleh penyandang disabilitas, reproduksi 
ketidakbisaan penyandang disabilitas dalam kepemimpinan menjadi kebenaran bagi 
penyandang disabilitas itu sendiri sehingga penyandang disabilitaspun 
mempercayainya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sujiono yang mengatakan: 
“Kita ketahui bahwa kaum disabilitas ini merupakan masyarakat yang 
mempunyai kekurangan fisik namun dalam proses politik apapun itu tidak 
terkecuali dalam pemilihan umum keterlibatan kaum disabilitas harus 
diperhatikan selain karna untuk pemenuhan hak memilihnya juga karena 
partisipasi kaum disabilitas terhitung cukup signifikan dalam memberikan 
sumbangsi suara politiknya”.80 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Sujiono, kaum disabilitas masih perlu 
diperherhatikan kembali dikarenakan kaum disabilitas ini memiliki hak atau 
kewajibannyan di bidang politik. Kaum disabilitas ingin diperhatikan sebagaiaman 
mestinya seperti orang-orang yang normal lainnya.Butuhnya perhatian yang lebih 
dari pemerintah terhadap pemenuhak politik mauk disabilitas. 
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Motivasi yang kuat muncul karena pemilihan dan masyarakat yakin, sesuai 
dengan image yang mereka terima dan yang mereka persepsikan, bahwa partai politik 
tersebut melalui program kerja dan ideologinya akan dapat menyelesaikan 
permasalahan bangsa. Diharapkan pada permasalahan bangsa dan negara, terhadap 
kecenderungan bahwa masing-masing individu ingin berkontribusi untuk 
memecahkannya. Salah satu manifestasinya adalah memberikan suaranya, juga 
merekomendasikan partai politik tertentu kepada orang-orang disekitarnya.Mereka 
yakin bahwa partai politik tersebutlah yang memiliki probabilitas terbesar untuk 
memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi. Jadi, image dan posisi ideologi 
serta program kerja yang kuat akan dapat memberikan kepastian serta memotivasi 
masyarakat untuk bertidak seperti yang diharapkan partai politik.
81
 
Sikap masyarakat dan kebijakan pemerintah yang mengakomodasi prinsip 
HAM non-diskriminasi, kesetaraan serta kesempatan yang sama dan mengakui 
adanya keterbatasan yang dapat diatasi jika diupayakan aksesibilitas fisik dan non-
fisik merupakan faktor penting dalam mengatasi kondisi yang disebut disabilitas. 
Peningkatan kesadaran masyarakat dan tanggung jawab negara untuk mengatasi 
disabilitas menjadi tugas penting dari komunitas bangsa-bangsa di dunia sehingga 
setiap orang, terlepas dari jenis dan keparahan kecacatan (impairment) yang dimiliki 
mampu menikmati hak-hak mereka yang paling hakiki. 
Partisipasi pemilihan umum yang melibatkan seluruh masyarakat Indonesia 
telah memiliki hak pemilihan umum inilah konteks sesungguhnya demokrasi.Tingkat 
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partisipasi politik kaum disabilitas tergolong rendah, tetapi hak politik kaum 
disabilitas tertuang dalam undang-undang No. 19 tahun 2011. Hal ini sesuai dengan 
hasil wawancara dengan Bambang Permadi yang mengatakan : 
“Kegiatan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum di negara 
demokrasi mutlak dibutuhkan partisipasi dari seluruh masyarakat yang ada 
di dalam negara dan telah berumur 17 yahun ke atas serta terdaftar dalam 
DPT. Masyarakat tersebut memiliki hak hak untuk memberikan suaranya 
dalam pemilihan umum.”82 
 
Berdasarkan hasil wawancara di atas kaum disabilitas yang berumur 17 tahun 
ke atas sudah dapat memberikan suaranya terhadap proses pemilihan umum dan 
sudah terdaftar dalam DPT. 
 Proses pemberian suara dalam pemilihan umum kaum disabilitas sudah cerdas 
dalam memberikan suara pilihannya. Kaum disabilitas mengikuti perkembangan-
perkembangan calon legislatif contohnya kaum disabilitas yang memiliki indra 
pendengaran yang masih baik bisa mengikuti aspriasi calon legislatif melalui media 
radio, sedangkan yang memiliki pendengaran yang parah atau tidak bisa mendengar 
dapat mengikuti perkembangan calon legislatif melalui media tv atau brosur.  
Kaum disabilitas pada proses memilih calon legislatif sudah pintar. Kaum 
disabilitas tersebut mengikuti perkembangan demi perkembangan yang terjadi, 
contohnya saat berkampanye. Kaum disabilitas bukan hanya dari segi hak memilih 
pada pemilihan umum yang diperhatikannya tetapi  kaum disabilitas ini juga cerdas 
dalam memilih calon legislatif yang berkualitas untuk masa depan yang lebih baik. 
Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bambang Permadi yang mengatakan : 
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“Kaum disabilitas ini sudah pintar dalam melakukan proses memilihnya yang 
dimana mereka mengikuti semua informasi-infirmasi yang didapatkan lalu di 
fikirkan yang mana benar untuk dapat pilih atau tidak dipilihnya. Di PPDI ini 
kami mengajarkan bagaimana cara memilih yang baik dan cerdas. Tidak ada 
campur tanagan orang lain yang memang mereka diajarkan bagaiman 
memilih caleg yang baik. Karena bagaimana ingin melihat kota Makassar 
yang lebih maju kedepannya.”83 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bambang Permadi selaku ketua 
Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia kota Makassar, sudah memberikan 
motivasi yang bagaimana kedepennya kaum disabilitas ini tidak lagi di jadikan 
seperti pelarian untuk mencari suara pemilihan. Sebagai makhluk rasioanal ia selalu 
mempunyai tujuan-tujuan yang mencerminkan apa yang dianggapnya kepentingan 
diri sendiri. Ia melakukan hal itu dalam situasi terbatasnya sumber daya dank arena 
itu ia perlu membuat pilihan. Untuk menetapkan sikap dan tindakan yang efisien ia 
harus memilih antara beberapa alternatif dan menemukan alternatif mana yang akan 
membawa keuntungan dan kegunaan mana yang paling maksimal baginya.
84
 
Positioning yang jelas tentang image politik akan dapat memudahkan 
masyarakat dalam memilih partai politik yang sesuai berdasarkan ideologi dan 
program kerja yang mereka tawarkan. Sistem multipartai, seperti yang diterapkan di 
Indonesia pasca kejatuhan Suharto, membuat masyarakat semakin sulit memenukan 
pilihan merka, mengingat jumlah partai politik yang sangat banyak dan bervariasinya 
ideology yang mereka usung.Kegagalan suatu partai untuk membentuk image kuat 
dalam benak masyarakat berarti menyulitkan masyarakat untuk mengidentifikasi 
partai politik tersebut, karena tidak satu image menonjol yang terekam dalam benak 
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masyarakat. Hal ini membuat masyarakat harus mencari tahu apa dan bagaiman partai 
politik bersangkutan. Dan ketika meteka diharuskan untuk mencari informasi tentang 
partai politik tersebut.
85
 
Pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan 
bukan berarti negara tidak boleh mengatur dan menentukan syarat-syaratnya, 
sepanjang syarat-syarat demikian secara objektif memang merupakan kebutuhan yang 
dituntut oleh jabatan atau aktivitas pemerintahan yang bersangkutan dan tidak 
mengandung unsur diskriminasi. 
2.  Respon Negatif Masyarakat 
Perhatian yang serius harus dilakukan terhadap nasib dan masa depan 
penyandang disabilitas. Secara esensial, perspektif hak asasi manusia terdapat 
kecatatan, bermakna pemosisian masyarakat terhadap kecatatan sebagai subjek, 
bukan objek.
86
 
Umumnya masyarakat menghindari kaum disabilitas dari kehidupan 
mereka.Alasannya sederhana, karena mereka tidak ingin mendapatkan efek negatif 
dari kemunculan kaum disabilitas dalam kehidupan mereka seperti sumber aib, 
dikucilkan dalam pergaulan, dan permasalahan lainnya.Disabilitas yang biasa kita 
temui sehari-hari adalah orang yang terlahir cacat tanpa penglihatan yang bagus 
(tunanetra), pendengaran yang bagus (tunarungu), pembicaraan yang bagus 
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(tunawicara), dan sebagainya.Disabilitas yang mengarah pada cacat mental juga dapat 
kita lihat pada seseorang yang memiliki keterbelakangan mental. 
Masyarakat menganggap jika keberadaan kaum disabilitas ini sebagai sesuatu 
hal yang merepotkan. Ada yang menganggap keberadaan mereka sebagai aib 
keluarga, biang masalah, hingga kutukan akan sebuah dosa yang pada akhirnya 
semakin memojokan disabilitas dari pergaulan masyarakat. 
Stigma buruk dan ketidak berdayaan penyandang disabilitas masihlah melekat 
dalam masyarakat sehingga, enggan untuk memilih penyandang disabilitas sebagai 
pemimpin mereka. Jika dikaitkan dengan terjadinya perubahan dalam masyarakat 
dengan keikutsertaannya dalam dunia politik, maka pandangan masyarakat yang tidak 
akan memilih kaum disabilitas sebagai pemimpin mereka ini akan berseberangan 
dengan usaha mewujudkan implementasi penegakan hak-hak penyandang disabilitas. 
Pandangan negatif yang tertuju kepada kaum disabilitas kebanyakan dari 
masyarakat awam yang belum mengetahui hak-hak kaum disabilitas, sehingga 
produksi wacana sosial terhadap kaum disabilitas menjadi buruk. Hal ini secara garis 
besar telah memposisikan kaum disabilitas di garis berbeda yang menimbulkan 
stigma yang dapat mempengaruhi aktivitas mereka.   
Kaum disabilitas sudah mempunyai komunitas untuk saling berbagi satu sama 
lain, hal ini menjadi langkah mereka untuk memajukan kehidupan mereka dalam 
ruang kehidupan. Namun pendapat yang juga masih di takutkan adalah ketika 
komunitas kaum disabilitas ini dapat dengan mudah terpengaruh oleh kelompok 
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tertentu, tidak terpungiri pengaruh politik dari golongan tertentu sehinga netralisasi 
suara politik mereka dapat terpengaruhi, seperti wawancara dengan Abdullah 
Mansyur yang mengatakan: 
“Yang di takutkan itu ketika komunitas kaum disabilitas akan mudah 
terpengaruh jika mereka di dekati oleh orang-orang politik yang bisa saja 
dengan memberikan mereka bantuan, nanti suara politik mereka akan tidak 
sesuai dengan hati nuraninya”.87 
Dapat dipahami wawancara diatas, adalah kerentanan pengaruh yang dapat 
hadir dari segala sisi, yang dapat merubah kenetralisasian pilihan kaum disabilitas 
sehingga suara politik mereka tidak murni dari hati melainkan dari rasa 
ketidakenakan ingin membalas bantuan. 
Seharusnya komunitas kaum disabilitas dihindarkan dari segala jenis 
pendekatan yang mempunyai kepentingan politik yang dapat menjebak mereka dalam 
dilematis pilihan politik yang ditakutkan dapat memunculkan konflik internal ketika 
perbedaan pendapat menggeliat dalam tubuh organisasi maupun pribadi mereka. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut : 
1. Peran Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) dalam 
memberikan perhatian kepada kaum disabilitas adalah dengan 
termanifestasikannya konvensi-konvensi yang  memberikan perlindungan 
hukum terhadap hak penyandang disabilitas yang telah dilakukan melalui 
berbagai peraturan perundang-undangan. Peran PPDI mengadakan 
koordinasi, sosialisasi, pemberian motivasi terhadap kaum disabilitas,  
konsultasi dengan organisasi kecacatan dalam rangka peningkatan mutu 
dan pelayanan kesejahteraan penyandang cacat, memberikan masukan 
kepada Pemerintah dalam upaya peningkatan kebijaksanaan dan program 
dibidang kesejahteraan penyandang cacat, memperjuangkan pemenuhan 
hak-hak penyandang disabilitas dapat memperoleh kesamaan kesempatan 
dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Dalam pemilu legislatif 
PPDI mengkordinir kaum disabilitas untuk tercapainya pemenuhan hak-
hak politik kaum disabilitas. PPDI terus memberikan perhatian yang 
dalam proses pemilu, dari sosialisasi pemilu, cara menggunakan hak 
memilih, hak dipilih, menjadi pejabat, menjadi pengurus partai. PPDI 
terus memberikan perhatian yang di butuhkan dalam pemenuhan hak 
politik kaum disabilitas.  
2. Respon masyarakat terhadap peran persatuan penyandang disabilitas 
Indonesia (PPDI) terhadap hak politik disabilitas umumnya menganggap 
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positif karena PPDI ini dianggap memberikan wadah kepada kaum 
disabilitas untuk ikut aktif dalam kegiatan perpolitikan, namun masyarakat 
memiliki kekhawatiran jika kaum disabilitas memilih calon legislatif tidak 
sesuai dengan hati nuraninya karena terdapat interfensi dari orang lain. 
B. IMPLIKASI PENELITIAN 
Dengan adanya penelitian ini diharapkan : 
1. Pemerintah sebaiknya lebih memberikan perhatian terhadap hak politik  
disabilitas sehingga masyarakat disabilitas dapat menggunakan hak politiknya 
sebagaimana terdapat dalam peraturan daerah kota Makassar dan juga tertera 
dalam Undang-Undang; 
2. Masyarakat sebaiknya tidak memandang sebelah mata kaum disabilitas dalam 
menggunakan hak politiknya sehingga kesetaraan dalam hal politik dapat 
terwujud sehingga pemenuhan suara politik dapat terakomodir; 
3. Memberikan kemudahan kepada kaum disabilitas dari segi fasilitas dalam 
proses memilih, baik melalui kemudahan informasi politik hingga pada tahap 
pemilihan politik. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
Lampiran Pedoman Wawancara 
 
1. Bagaimana peran Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) 
terhadap penyandang disabilitas pada pemilu legislatife 2014 kota Makassar ? 
2. Bagaimana implementasi peraturan daerah terhadap kaum disabilitas di kota 
Makassar ? 
3. Bagaimana pemenuhan hak-hak kaum disabilitas ? 
4. Bagaimana bentuk perhatian Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia 
(PPDI) terhadap penyandang disabilitas pada pemilu legislatife 2014 kota 
Makassar ? 
5. Bagaimana tindakan kaum disabilitas dalam menentukan pilihan politiknya ? 
6. Bagaimana respon masyarakat terhadap peran Persatuan Penyandang 
Disabilitas Indonesia (PPDI) terhadap penyandang disabilitas pada pemilu 
legislatife 2014 kota Makassar ? 
7. Bagaimana partisipasi politik kaum disabilitas ? 
8. Apakah partisipasi politik kaum disabilitas cukup signifikan ? 
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